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ABSTRAK 

 

Penelitian ini bertujuan untuk memenuhi syarat penyelesaian skripsi. 
Dengan judul Anslisis Yuridis Wanprestasi Pelepasan Hak Atas Tanah Akibat 
Utang Piutang. Adapun yang melatarbelakangi penelitian ini adalah banyaknya 
kasus perjanjian utang piutangyang sangat memungkinkan terjadinya 
wanprestasi atau keadaan prestasi. Hal tersebut mengakibatkan permasalahan 
hukum yang mengakibatkan kerugian terhadap kreditur karena tidak 
mendapatkan hak-haknya.perjanjian utang-piutang diatur dalam Kitap 
Undang-Undang Perdata (KUHPerdata)yang mengatur secara jelas hak dan 
kewajiaban para pihak secara jelas. Dengan rumusan masalah; Bagaimana 
pengaturan hukum terhadap wanprestasi pelepasan hak atas tanah akibat utang 
piutang di Indonesia, Bagaimana pertimbangan hakim berdasarkan putusan 
No.36/Pdt.G/2024/PN Tarutung, Bagaimana akibat hukum bagi para pihak 
dalam kasus pelepasan hak atas tanah yang wanprestasi berdasarkan putusan 
No.36/Pdt.G/2024/PN Tarutung, Hal tersebut bertujuan untuk mengetahui 
bagaiman pengaturan hukum wanprestasi pelepasan hak atas tanah akibat 
utang piutang. Untuk menganalisis dan mengkaji pelepasan hak atas tanah dan 
mengidentifikasi faktor penyebab wanprestasi berdasarkan putusan 
No.36/Pdt.G/2024/PN Tarutung. untuk menguraikan akibat hukum 
wanprestasi dalam hukum perdata khususnya dalam perjanjian utang piutang 
yang menyangkut hak atas tanah. Jenis penelitian yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yaitu bahan hukum yang 
dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau sekunder dan data yang 
diperoleh adalah langsung dari sumbernya yakni melaluiwawancara resmi 
yang diperoleh dari lokasi penelitian. Berdasarkan dari hasis penelitian ini 
konsumen dapat disimpulkan bahwa wanprestasi adalah keadaan dimana 
seseorang debitur lalai dalam menjalankan kewajibannya untuk membayar 
utang piutang yang mengakibatkan kerugian terhadap kreditur dan kreditur 
tidak mendapatkan haknya. Sehingga menimbulkan akibat hukum bagi pihak 
yang melakukan wanprestasi seperti ganti rugi, dan maka dengan itu perlu bagi 
para pihak yang melakukan perjanjian harus memahami akibat hukum dari 
wanprestasi untuk menghindari resiko dan konsekuensi hukumyang tidak 
diinginkan. 

  
Kata Kunci: Pengaturan Hukum,Wanprestasi,perjanjian. 
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ABSTRACT 

 

This study aims to fulfill the requirements for completing a thesis. With the 
title Legal Analysis of Default in Release of Land Rights Due to Debt. The 
background to this study is the large number of cases of debt agreements that 
are very likely to occur in default or a state of performance. This results in 
legal problems that result in losses for creditors because they do not get their 
rights. Debt agreements are regulated in the Civil Code (KUHPerdata) which 
clearly regulates the rights and obligations of the parties clearly. With the 
formulation of the problem; How is the legal regulation of default in release of 
land rights due to debt in Indonesia, How is the judge's consideration based 
on decision No.36 / Pdt.G/2024 / PN Tarutung, What are the legal 
consequences for the parties in cases of release of land rights that are in default 
based on decision No.36 / Pdt.G/2024 / PN Tarutung, This aims to find out how 
the legal regulation of default in release of land rights due to debt. To analyze 
and review the release of land rights and identify the factors causing default 
based on decision No.36/Pdt.G/2024/PN Tarutung. to describe the legal 
consequences of default in civil law, especially in debt agreements concerning 
land rights. The type of research used in this study is normative legal research, 
namely legal materials carried out by examining library or secondary 
materials and the data obtained are directly from the source, namely through 
official interviews obtained from the research location. Based on the results of 
this study, consumers can conclude that default is a condition where a debtor 
is negligent in carrying out his obligations to pay debts which results in losses 
to creditors and creditors do not get their rights. So that it causes legal 
consequences for the party committing default such as compensation, and 
therefore it is necessary for the parties to the agreement to understand the legal 
consequences of default to avoid unwanted legal risks and consequences. 
 
Keywords: Legal Regulation, Default, Agreement.  
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BAB I 

PENDAHULUAN  

 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Manusia sebagai subjek hukum yang hidup secara berdampingan kelompok 

dalam suatu komunitas tertentu dalam suatu wilayah tertentu yang disebut 

masyarakat.dalam kehidupannya, dalam kehidupannya didasari adanya suatu 

interaksi satu sama lainnya. Masyarakat sesuai kodratnya tidak bisa hidup 

sendiri,tetapi adanya hidup saling berhubungan.Berinteraksi semacam itu berarti 

melibatkan dua pihak,dalam arti masing –masing pihak berkeinnginan untuk 

memperoleh manfaat atau keuntungan. Hal ini disebabkan kedua belah pihak saling 

terikatnya karenanya,dengan demkian yang dilakukan segenap kelompok sudah 

barang tentu adanya suatu ikatan-ikatan yang muncul akan memerlukan aturan. 

sebab jika tidak ada aturan yang jelas, akan menimbulkan benturan kepentingan 

yang dapat mengakibatkan ketidak teraturan dalam kehidupan berkelompok. 

Manusia se$bagai subje $k hukum yang be $rinte$raksi se$hingga me $nimbulkan 

ikatan diantara me$re $ka, je$las ke$giatan ini be$rsifat prifat. Me$ngingat sifatnya 

prifat,di Indo$ne $sia djumpai dalam Burge$rlik We $tbo$o$k (Bw), Masalah pe $rikatan 

aturannya ada dalam Buku III te $ntang pe $rikatan,ke$te $ntuannya diatur dalam pasal 

1233 BW dinyatakan bahwa pe $rikatan itu lahir dari undang undang pe $rjanjian. 

Se $tiap anggo$ta masyarakat ke$se $hariannya akan se$lalu te$rkait pihak lain, bisa kare$na 

undang-undang bisa juga kare $na pe$rjanjian.1 Jika se$se$o$raang te $rikat de$ngan yang 

                                                 
1 Yahman, Karakteristik Wanprestasi dan Tindak pidana Penipuan,(Surabaya:Kencana, 
2014)hal 12. 
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lain dikare$nakan o$le $h undang undang, maka unsur ke $he$ndak me$re $ka yang te $rikat 

akibat be$rinte$raksi kare$na ko$ntrak, para pihak sadar dan se$ngaja me$nghe $ndaki 

untuk me$mpe$ro$le$h manfaat atau ke$untungan yang sudah sah se$jak awal dan 

dipe$rhitungkan.  

    Dalam ko$ntrak se$ring te$rjadi di antara para pihak yang te$lah me$lakukan ko$ntrak 

te$lah ingkar janji,tidak me$laksanakan ke$wajiban yang sudah dise $pakati di antara 

ke $dua be$lah pihak, yang akibat yang te $rjadi dapat me$nimbulkan tidak te$rlaksananya 

pre $stasi salah satu pihak. De$ngan de $mikian, maka akan muncul pe$rmasalahan 

ho$kum, bahkan pe$nye $le $saiannya tidak be$gitu mudah dan ce$pat se$rta be$rlarut larut 

pada akhirnya be $rmuara di pe$ngadilan yang me $me $rlukan putusan hakim. 

    Dalam prinsip pe$radilan yang ce $pat, se $de $rhana, dan biaya ringan dari 

pe $ngamatan masih jauh dari harapan.Dalam pe$nanganan kasus-kasus baik untuk 

pe $rkara pe$rdata, pidana, tata usaha ne$gara, maupun kasus yang lain yang bisa 

dipe$riksa o$le$h pe $nadilan untuk sampai me $ndapatkan ke$putusan yang me $mpunyai 

ke $kuatan hukum te$tap (in kracht van ge$wijsde $) me$me$rlukan waktu be$rtahun tahun 

dan biaya yang se $dikit bagi pe$ncari ke$adilan. 

    Untuk pe $rkara pe$rdata, putusan yang te $lah me$mpunyai ke $kutan hukum masih 

me$me $rlukan pe$ne $tapan e$kse $usi. Pe $rmasalahan e$kse $kusi tidak kalah rumitnya, 

banyak fakta me$nunjukan pihak yang dime$nangkan tidak se$rta-me$rta dapat 

me$mpe $ro$le$h haknya, te $tapi masih me$nge $luarkan biaya yang be $sar. Misalnya dalam 

e $kse $kusi pe$ngo$so$ngan tanah/rumah, dan pe$mbayaran utang. 2  Pihak yang 

dime$nangkan dalam putusan untuk me$mpe $ro$le$h haknya masih me$me $rlukan biaya 

yang tidak se $dikit untuk pe$laksanaan e$kse $kusi, de $ngan kata lain dinyatakan me$nang 

                                                 
2 Ibid. hal. 4 
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diatas ke$rtas kare$na pre$stasi yang digugat sudah tidak ada lagi. Bahkan bagi 

pe $me$nang dalam pe$laksanaan e$kse $kusi me$ngalami hambatan,yaitu adanya 

pe $rlawanan dari te$re$kse $kusi de $ngan me $nge $rahkan asa dan me$nghalang-halang 

pe $tugas pe $ngadilan se $bagai pe $laksana e$kse $kusi me$njadi batal atau ditunda,hal ini 

dikare$nakan situasi dan ko$ndisi tidak me$mungkinkan untuk dilaksanakan e$kse $kusi, 

apabila dipaksakan e$kse $kusi akan timbul pe$rmasalahan baru yang justru akan 

me$rugikan pihak pe $me$nang e $kse $kusi. 

Ke $ce $nde $rungan pe $ne $le$saian suatu pe$rkara te$rkait de$ngan ko$ntrak,se $pe $rti 

ko$ntrak ke$rja pinjam me$minjam,jual be$li,se $wa-me $nye $wa, dan utang piutang de $ngan 

me$lapo$rkan ke$ pihak ke$po$lisian, tampak se $pintas me$rupakan pe$rkara ke$pe $rdataan 

namun dimintakan pe$nye $le $saiannya me $lalui jalur pidana. O$le$h kare$na itu aparat 

pe $ne$gak hukum (Po$lri, Jaksa, dan Hakim) se$nantiasa harus me$mbe $dakan do$main 

masing-masing bidang hukum yaitu hukum pe$rdata dan hukum pidana se$rta 

pe $raturan pe$raturannya. 

Se $lanjutnya dalam tugasnya, Po$lri se $ring dihadapkan pada pe$rso$alan-

pe $rso$alan hukum yang be $rkaitan de$ngan suatu hubungan ko$ntrak, pe$rmasalahan 

muncul dan me$ngalami ke$sulitan untuk me $ne$ntukan apa kasus te$rse $but me$rupakam 

‘pe $nipuan’ atau ‘wanpre$stasi’ ada yang be $rpe$ndapat bahwa kasus yang didahului 

hubungan ko$ntrak me$rupakan wanpre$stasi.3 

    Aturan yang me$ngatur se $cara je $las me $nge $nai wanpre$stasi adalah undang-

undang hukum pe $rdata atau Burge $lijk We $tbo$o$k yang se $lanjutnya te$rbuka 

dise $but BW adalah syste$m te $rbuka, artinya diakui adaya asas ke$be $basan 

be $rko$ntrak, se$pe $rti yang te$rcantum dalam pasal 1338 BW. De $ngan de $mikian 

                                                 
3 Ibid, hal.6 
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be $rdasarkan asas te $rse $but, maka para pihak dapat me$ngajukan pe$re $tujuan-

pe $rse $tujuan yang sama se $kali tidak diatur dalam KUHPe $rdata ataupun 

KUHD. Dimana dalam pasal pasal 1338 KUHPe $rdata, me $nyatakan bahwa 

se $mua pe $rse $tujuan dapat dibuat se $cara undang-undang bagi me $re $ka yang 

me $mbuatnya. 

 

Apabila para pihak te$lah ada kata se$pakat maka te$rbe $ntuklah surat pe$rjanjian 

utang piutang. De $ngan adanya ke $se $pakatan/pe $rse $tujuan me$ngakibatkan pe$rikatan 

hukum bagi para pihak. Umumnya ikatan hukum yang diakibatkan pe$rse $tujuan 

adalah saling me$mbe $ratkan atau me$rupakan pe $mbe$banan ke$pada para pihak dalam 

hal te$rkait. Hal te$rse $but me$ngakibatkan timbulnya hak dan ke $wajiban para pihak 

dalam pe$rjanjian pinjam me$minjam ini. Hak dan ke $wajiban te$rse $but harus 

dilakukan o$le$h para pihak de$ngan baik dan se $suai ke$se $pakatan yang te $lah te$rjadi. 

Pe $mbangunan e$ko$no$mi te$rmsuk didalamnya po$litik e$ko$no$mi dari suatu 

ne $gara me$me$gang pe $ranan, pe$nting dalam me$mbantu me$ningkatkan ke$se $jahte$raan 

masyarakatnya. Se $pe $rti halnya di Indo$ne $sia masyarakat individu yang 

me$mbutuhkan mo$dal dana atau pe$mo$dalan dapat me$mpe $ro$le$hnya me $lalui kre$dit.4  

Pe $mbe$rian ke$se $mpatan pe$mbe$lian kre$dit ini dilakukan o$le$h para pe$laku usaha 

atau pe$milik usaha baik pe$rse $o$rangan atau badan hukum yang be $rge $rak dalam 

usaha pe $minjaman mo$dal bank maupun no$n bank. Hutang yang te $rjadi se$lalu 

be $rjalan lance$r dan baik, suatu saat jika pe$mbe$ri pinjaman kre$dit atau kre$ditur 

ke $sulitan untuk me$nagih pe $mbayaran hutang. Kre $dit me$rupakan pe $rjanjian pinjam-

                                                 
4 Taufik siregar, Isnaini,’’Tinjauan Yuridis Terhadap Hubungan Hukum Karena Wanprestasi 
Dalam Hutang Piutang’’,jurnal wanprestasi), Vol. 1 (2) 2014.  
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me$minjam uang, apabila de$bitur tidak dapat me$mbayar hutang se $te $lah jangka waktu 

habis adalah wanpre$stasi atau cide$ra pe$rjanjian kare$na ke$salahan pihak de$bitur 

dapat te$rjadi dalam be$be $rapa be$ntuk yaitu:5 

1. Tidak be$rpre $stasi sama se$kali  atau be$rpre$stasi tidak be$rmanfaat lagi atau 

tidak dapat dipe$rbaiki; 

2. Te$rlambat me$me$nuhi pre$stasi; 

3. Me $me$nuhi pre $stasi se$cara tidak baik atau se $bagaimana me$stinya; 

4. Me $lakukan se$suatu namun me$nurut pe$rjanjian tidak bo$le$h dilakukan. 

Dalam suatu pe$rjanjian para pihak wajib me$mpe $rhatikan unsur-unsur sahnya 

suatu pe$rjanjian se$bagaimana diatur dalam ke$te$ntuan pasal 1230 KUHPe $rdata, 

unsur-unsurnya adalah: 

a) Se $pakat me$re $ka me$ngikatkan yang me $ngikatkan diri  

b) Ke $cakapan untuk me$mbuat suatu pe$rikatan 

c) Suatu hal te$rte $ntu 

d) Se $bab suatu hal yang halal/dipe $rbo$le$hkan. 

Pada dasarnya suatu pe$rjanjian dibuat be $rdasarkan ke$se $pakatan antara 

ke $dua be$lah pihak yang cakap untuk be $rtindak de$mi hukum untuk me$laksankan 

suatu pre$stasi yang tidak be$rte $ntangan de $ngan aturan hukum yang be $rlaku 

ke $susilaan dan ke$te$rtiban umum. Se$lain sahnya me $nurut unsur-unsur sahnya 

pe $rjanjian dibuat adakalanya me $ne $rapkan asas ke $be$basan be$rko$ntrak. 

Pada saat pe$rjanjian utang piutang sangat dimungkiankan timbulnya 

wanpre $stasi tau ke$aadaan pre$stasi. Ke $tiadaan pre$stasi te$rse $but timbul kare$na tidak 

diakukannya atau tidak dilaksanakanya pre $stasi o$le$h de $bitur untuk me$mbayar 

                                                 
5 Ibid, hal. 2 
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hutangnya ke $pada kre $ditur se$suai de$ngan tanggal yang dipe $rjanjikan.ke$lalaian atas 

tindakan de$bitur te$rse $but me$ngakibatkan ke$rugian ke $pada pihak kre$ditur kare$na 

dana yang dipinjamkannya te $rse $but tidak dike$mbalikan ke$pada kre$ditur. Namun  

be $rbe$da lagi apabila dalam pe$rjanjian utang-piutang yang me $lakukaan pe$rjanjian 

utang piutang de $ngan jaminan be$rupa hak atas tanah untuk me$mbe$rikan ke$pastian 

hukum te$rhadap para pihak. Namun dalam praktiknya se $ring te $rjadi se$ngke $ta te$rkait 

wanpre $stasi atau ke$lalaian de$bitur dalam me$me $nuhi ke$wajibannya se $hingga 

me$mimicu masalah hukum te$rkait pe$le $pasan ha katas tanah yang te $lah dijadikan 

o$le$h de $bitur se$bagai jaminan dalam pe$rjanjian. 

 Pe $rjanjian utang-piutang de $ngan jaminan hak atas tanah diatur dalam Kitap 

Undang-Undang Pe $rdata (KUHPe $rdata) dan Undang-Undang Po$ko$k Agraria 

(UUPA). Te $tapi me$skipun pe $raturan ini te $lah me$ngatur hak dan ke$wajiaban para 

pihak se$cara je$las, dalam re$alitanya.6 

Se $ring kali muncul pe$rso$alan ke$tika salah satu pihak khususnya de$bitur, 

gagal dalam me$lakukan ke$wajibannya atau biasa dise$but wanpre$stasi, maka de$ngan 

hal itu kre$ditur be$rhak me $nge $kse $kusi jaminan be$rupa hak atas tanah te$rse $but. 

Namun pro$se $s pe$le $pasan hak ini tidak se$lalu be$rjalan lancar. Ko$nflik yang timbul 

tidak jarang be $rujung pada se $ngke $ta hukum yang me $mbutuhkan pe$nye $le $saian 

me$lalui jalur pe$ngadilan.7 

Kasus pe $le$pasan hak atas tanah ini ke$rap te$rjadi Di Indo$ne$sia kare$na 

kurangnnya pe $mahaman masyarakat me$nge $nai pro$se $dur hukum yang be $rlaku atau 

adanya ke $tidase $imbangan pe $rjanjian antara de$birtur dan kre$ditur. Hal ini be$rpo$te$nsi 

                                                 
6 Ibid,  hal. 3 
7 Ibid, hal 4 

----------------------------------------------------- 
© ️Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang 
----------------------------------------------------- 
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber 
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah 
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 28/5/26 
 
 
 
 

Access From (repositori.uma.ac.id)28/5/26 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id)

UNIVERSITAS MEDAN AREA

Firman Situmorang - Analisis Yuridis Wanprestasi Pelepasan Hak Atas Tanah Akibat Utang...



  
     

14 
 

me$ngakibatkan ke$rugian te $rhadap kre$ditur kare$na mungkin harga tanah tidak se$suai 

de $ngan utang dari de$bitur, atau se$baliknya me $ngakibatkan ke$rugian te$rhadap 

de $bitur kare$na jumlah hutang tidak se$suai de$ngan jaminan tanah yang dibe $rikan 

masih me$le$bihi hutang yang dipinjamkan o$le$h kre $ditur. Namun yang masih se $ring 

te$rjadi Di Ido$ne $sia dalam banyak kasus me$nye $babkan ke$rugian te$rhadap kre$ditur 

kare$na tidak dapat me$nge $kse $usi haknya. Kare$na dalam se$tiap kasus pe $rjanjian tidak 

me$ngatur se $cara rinci hak kre$ditur dalam hal te$rjadi wanpre$stasi, se $hingga me $micu 

ke $tidakpastian hukum.8 

Se $hubungan de $ngan itulah dipe$rlukan suatu analisis yuridis bagaimana 

pe $raturan pe$rundang-undangan yang ada dapat me$mbe$rikan pe$rlidungan hukum 

te$rkait hak-hak para pihak dalam kasus wanpre $stasi te$rkait pe$le $pasan hak atas tanah 

maka de$ngan itu pe $ne $e $litian yang saya lakukan me$ngacu pada hal te $rse $but se $suai 

de $ngan judul Analisisi Yuridis Wanprestasi Pelepasan Hak Atas Tanah Akibat 

Utang Piutang   berdasaarkan Putusan No. 36/Pdt.G/PN Tarutung.  Yang 

nantinya akan me $nge $tahui pe$mbahasan rinci me$nge $nai bagaimana pe$ngaturan 

te$rkait pe$le$pasan hak atas tanah akibat wanpre $stasi dan apa akibat hukum tidak 

tidalksanakannya suatu pe $rjanjian utang piutang yang ame $mbe$rikan jaminan tanah 

se $bagai be$ntuk ke $pastian dari suatu pe $rjanjian dan bagaimana cara hakim 

me$mutuskan suatu pe $rkara wanpre$stasi se $suai de $ngan putusan No$.36/Pdt.G/PN 

Tarutung. 

 

 

                                                 
8  Isnaeni, Hukum Jaminan Indonesia (Surabaya;September 2018) hal. 223.  
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1.2. Rumusan Masalah   

Untuk me $mpe$rmudah pe$mahaman mate$ri dan agar tidak me$nyimpang dari 

po$ko$k pe $rmasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini, maka dalam pe$ne $litian 

ini pe$rlu pe$nyusunan pe $rmasalahan se$cara te$rpe $rinci se$bagai be$rikut :  

1. Bagaimana pe$ngaturan hukum te$rhadap wanpre $stasi pe$le$pasan hak atas   

tanah akibat utang piutang di Indo$ne $sia? 

2. Bagaimana pe$rtimbangan hakim be $rdasarkan putusan 

No$.36/Pdt.G/2024/PN Tarutung? 

3. Bagaimana akibat hukum bagi para pihak dalam kasus pe $le$pasan hak atas 

tanah yang wanpre $stasi be$rdasarkan putusan No$.36/Pdt.G/PN Tarutung? 

 

1.3. Tujuan Penelitian  

Pe $ne $litian yang dilakukan de$ngan tujuan se $bagai be$rikut; 

1. Untuk me$nge $tahui bagaimana pe$ngaturan hukum wanpre$stasi pe$le$pasan 

hak atas tanah akibat utang piutang:   

2. Untuk me $nganalisis dan me $ngkaji pe $rjanjian pe$le $pasan hak atas tanah dan 

me$ngide $ntifikasi facto$r pe $nye $bab wanpre $stasi be$rdasakan putusan No$.36/Pdt.G/PN 

Tarutung;  

3. Untuk me $ngurakkan akibat hukum dari wanpre$stasi dalam hukum pe$rdata 

khususnya dalam kaiitannnya dalam pe$rjanjian utang piutang yang me $nyagkut hak 

atas tanah: 
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1.4. Manfaat penelitian  

Me $lalui pe$ne $litian yang dilakukan ini, maka diharapkan dapat me$mbe$rikan 

manfaat, yaitu :  

1. Manfaat Te$o$ritis  

Hasil pe $ne $litian ini diharapkan dapat me$mbe$rikan info$rmasi yang be $rmanfaat 

dan cukup je$las bagi pe$nge $mbangan disiplin ilmu hukum pada umumnya dan 

hukum pe$rdata pada khususnya, te$rle $bih me$nge $nai wanpre$stasi pe$le$pasan ha 

katas tanah akibat utang piutang. 

2. Manfaat Praktis  

2.1. Bagi praktisi hukum  

Hasil pe $ne $litian ini be$rmanfaat me$mbe$rikan masukan ke$pada praktisi 

hukum se$pe $rti pe$nase$hat hukum dan hakim, be$rkaitan de$ngan wanpre $stasi 

pe $le$pasan hak atas anah akibat utang piutang..  

2.2. Bagi Masyarakat  

Panduan bagi para pihak yang te $rlibat dalam pe$rjanjian utang piutang, 

skripsi ini dapat me$nje$laskan atau me$mbe $rikan panduan praktis me$nge $nai 

hak dan ke$wajiban pihak-pihak dalam pe $rjanjian utang piutang yang 

me$libatkan tanah se$bagai jaminan yang me $nye $babkan wanpre$stasi.  

1.5. Keaslian Penelitian  

Be $rdasarkan info$rmasi dan pe$ne $lusuran yang dilakukan o$le $h pe$ne $liti 

te$rhadap hasil-hasil pe$ne $litian yang pe $rnah dilakukan se$be $lumnya, baik di 

lingkungan Fakultas Hukum Unive $rsitas Me $dan Are $a, maupun 
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unive $rsitasunive $rsitas lainnya me$lalui pe$ne $lusuran me$lalui me$dia inte$rne $t yang 

be $rkaitan de$ngan judul pe$ne $litian ini, diantaranya:  

a. T.M Rafly Mahar Azan (2024), Unive $rsitas Me $dan Are $a (UMA) de $ngan  judul 

skripsi “ Analisis  Hukum Te $rhadap Wanpre $stasi Dalam Pe $laksanaan Pe$rjanjian 

Jual Be $li Mo$bile$r Se $ko$lah (Study Pe $ne$litian Di PT.Ce$mpaka Putih), 

Pe $rmasalahan yang dibahas yaitu: 

1. Bagaimana hubungan hukum dalam pe$rjanjian pe$laksanaan jual be$li mo$bile$ 

se $ko$lah  SD Ne $ge $ri 058104 Be $rkulap de $ngan PT. Ce $mpaka Putih? 

2. Bagaimana me$ne $ntukan wanpre$stasi dalam pe$laksanaan jual be$li mo$bile$ 

se $ko$lah SD Ne $ge $ri 058104 Be $rkulap de $ngan PT. Ce$mpaka Putih? 

b. Raka Ade $tia (2022), Unive$rsitas Me$dan Are $a (UMA), De $ngan judul skripsi “ 

Tinjauan Yuridis Wanpre $stasi Yang Dilakukan Ko$pe $rasi Dalam Se$buah 

Pe $rjanjian Ke $rjasama (Study Ptusan No$. 469/Pdt.G/2014 PN Me $dan), 

Pe $rmasalahan yang dibahas yaitu: 

1. Bagaimana be$ntuk wanpre$stasi dalam pe $rjanjian inve $stasi antara ko$pe $rasi 

de $ngan pe $ro$rangan? 

2. Bagaimana pe$rtangung jawaban pe$ngurus dalam pe$rjanjian inve $stasi yang 

dilakuka o$le$h ko$pe $rasi de$ngan pe $ro$rangan? 

3. Bagaimana tinjauan yuridis te $rhadap wanpre $stasi yang dilakukan o$le$h 

ko$pe $rasi de$ngan pe $mbe $ri mo$dal usaha study putusan pe $ngadilan ne$ge $ri Me $dan 

No$. 469/Pdt.G/2014/PN Me $dan? 
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c. Ayudia Ananta Fe $bio$la (2019), Unive $rsitas Me $dan Are $a (UMA), De $ngan judul 

skripsi “ Aspe $k Hukum Pe $rdata Te$rhadap Wanpre $stasi Dalam Pe$rjanjian Utang 

Piutang Tanpa Jaminan (Study Putusan No$. 409/Pdt.G/2016/PN Me $dan), 

Pe $rmasalahan yang dibahas Yaitu: 

1. Bagaimana akibat hukum wanpre$stasi dalam pe$rjanjian utang piutang tanpa 

jaminan? 

2. Bagaimana facto$r pe$nye $bab te $rjadinya wanpre $stasi dalam pe$rjanjian hutang 

piutang tanpa jaminan pada putusan No$. 409/Pdt.G/2016/PN Me $dan? 

3. Bagaimana pro$se $s pe $nye $le $saian te$rjadinya wanpre $stasi dalam pe$rjanjian 

hutang piutang tanpa jaminan pada putusan No$. 409/Pdt.G/2016/PN Me $dan? 

Be $rdasarkan ke$tiga judul pe$ne $litian diatas te$rdapat pe$rbe$daan o$bje$k dan lo$kasi 

pe $ne$litian be$rikut pe$rmasalahannya de $ngan pe$ne $litian yang dilakukan o$le$h pe $ne $liti. 

O$le $h kare$na itu judul pe$ne $litian ini dapat dikate$go$rikan tidak spe $sifik me$miliki 

ke $samaan de$ngan pe $ne $litian-pe$ne $litian yang pe $rnah dibuat se$be $lumnya dan 

ke $asliannya dapat dipe$rtanggungjawabkan, kare$na dilakukan de$ngan nuansa 

ke $ilmuan, ke$jujuran, rasio$nal, o$bje $ktif, te$rbuka dan dapat dipe$rtanggungjawabkan 

se $cara ke$ilmuan akade$mis.  
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Tinjauan Umum Tentang Perjanjian 

  2.1.1. Pengertian Perjanjian 

Pe $rjanjian atau pe$rse $tujuan me$rupakan te$rje$mahan dari o$ve$re $e $ko$mst,Pasal 

1313 Kitab Undang-Undang Pe $rdata (KUHPe $rdata) me$nyatakan “suatu 

pe $rse $tujuan adalah suatu pe$rbuatan yang mana satu o$rang atau le $bih 

me$ngikatkan dirinya te $rhadap satu o$rang atau le $bih”. Me$nurut Surbe $kti 

“pe$rjanjian adalah suatu pe$ristiwa Diana se $se $o$rang be $rjanji ke$pada se$se $o$rang 

lain atau dimana itu saling be $rjanji untuk me$laksanakan suatu hal”.9 

Suatu pe$rjanjian adalah se$mata-mata suatu pe$rse $tujuan yang diakui o$le$h 

hukum. Pe $rse $tujuan ini me$rupakan ke$pe $ntingan po$ko$k yang dalam dunia usaha 

dan me$njadi dasar dari ke$banyakan transaksi dagang se $pe $rti jual be$li 

barang,tanah, pe$mbe $rian kre$dit , asuransi, pe $ngangkutan, pe $mbe $ntukan 

o$rganisasi usaha dan se$be $gitu jauh me$nyangkut te $naga ke $rja.10 

Me $nge $nai batasan pe$rjanjian diatur dalam pasal 1313 KUH Pe $rdata, Para 

yang te $rdapat diantara ke$te$ntuan pasal 1313 KUH Pe $rdata kurang le $ngkap dan 

bahkan dikatakan te$rlalu banyak ke $le$mahan. Tidak le$ngkap kare$na dirumuskan 

itu hanya pe $rjanjian se$pihak saja. Te$rlalu luas kare $na me$ncakup hal hal janji 

kawin yaitu pe $rbuatan didalam hukum ke$luarga yang me $nimbulkan pe$rjanjian 

                                                 
9 R .Surbekti, Aspek-Aspek Hukum Periakatan Nasional, Alumni, Bandung, 1984, Hal. 1 
10 Abdulkadir Muhammad,Hukum Perjanjian, Alumni, Bandung, 2006, Hal. 93  
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juga. Se $hinggga hukum ke $ III KUH Pe $rdata se$cara langsung be $rlaku juga 

me$ncakup pe$rbuatan me$lawan hukum, se$dangkan didalam pe$rbuatan me$lawan 

hukum ini tidak ada unsur pe$rse $tujuan.11 

KUH Pe $rdata dalam hal ini dapat dilihat dalam pasal 1338 ayat 1 yang 

me$ngatakan bahwa “se $mua pe$rjanjian yang dibuat se $cara sah be $rlaku se$bagai 

undang-undang bagi me $re $ka yang me $mbuatnya”. Asas ke $be $basan be $rko$ntrak 

yaitu hukun tidak pe$rnah be$rhubungan dan tidak pe$rlu me$nge $tahui apa yang 

me$latar be$lakangi dibuatnya suatu pe $rjanjian, me$lainkan cukup bahwa pre$stasi 

yang dijanjikan untuk dilaksanakan yang diatur dalam pe$rjanjian yang dibuat 

o$le$h para pihak tidak me$ngandung unsur-unsur yang be $rte $tangan de$ngan 

undang-undang ke $susilaan dan ke$te $rtiban umum.12 Hukum pe $rjanjian itu adalah 

me$rupakan pe $ristiwa hukum yang se $lalu te$rjadi dalam ke$hidupan 

be $rmasyarakat, se $hinggga apabila ditinjau dari se$gi yuridisnya, hukum 

pe $rjanjiaan itu te$rnyata me$mpunyai co$raknya te$rse $ndiri pula. Co$rak yang 

be $rbe$da dalam be$ntuk pe$rjanjian itu me$rupakan be$ntuk atau je$nis pe$rjanjian. 

Be $ntuk atau je$nis pe$rjanjian te$rse $abut tidak diatur se$cara te$rpe$rinci dalam 

undang-undang maupun KUHPe $rdata akan te$tapi dalam pe$makaian hukum 

pe $rjanjian o$le$h masyarakat dalam pe$nafsirannya te$rdapat be$ntuk maupun je$nis 

yang be $rbe$da te$ntunya. Didalam se$buah pe$ke $rjaan timbal balik te$rdapat 2 

macam subje$k hukum, yang masing masing subje $k hukum te$rse $but me$mpunyai 

                                                 
11 Mariam Darus Badrulzaman, Aneka Hukum Bisnis, Alumni, Bandung, 2005, Hal. 18 
12  Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian, Raja 
Grafindo Persada, Jakarta, Hal. 47 
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hak dan ke$wajiban se$cara timbal-balik dalam me$laksanakan pe$rjanjian yang 

me$re $ka pe$rbuat atau yang dilakukan o$le$h ke $dua be$lah pihak se$cara be$rsamaan.  

2.1.2  Syarat Sah Perjanjian 

Dalam suatu pe$rjanjian ada yang me $njadi syarat sahnya suaatu pe$rjanjian 

harus dipe$nuhi ke $te$ntuan-ke $te $ntuan yang diatur dalam pasal 1320 KUHPe $rdata 

a) Se $pakat me$re $ka yang me $ngikatkan diri 

b) Cakap untuk me$mbuat suatu pe$rjanjian  

c) Me $nge $nai suatu hal te$rte$ntu 

d) Suatu se $bab yang halal. 

Dua syarat pe $rtama te$rse $but dise$but se $bagai syarat subje $ktif, kare$na me$nge $nai 

subje $k pe $rjanjian, se$dangkan dua te $rakhir dise $but syarat o$bje $ktif, kare$na o$bje $k 

dari pe$rjanjian. De$ngan tidak dpe$nuhinya syarat subje $tif. 

1. Kata Se $pakaat 

 Me $rupakan syarat sahnya suatu pe $rjanjian, suatu pe$rjanjian yang dibuat 

o$le$h ke $dua be$lah pihak didasari atas syarat yang pe $rtama yaitu “ ke$se $pakatan” 

ke $se $pakatan me$ngandung pe $nge $rtian bahwa, para pihak saling me $nyatakan 

ke $he$ndak masing-masing untuk me$mbuat suatu ke$he$ndak; pe$rnyataan satu 

pihak dise$tujui o$le$h pihak lain. Ke $se$palatan me$rupakan pe$rse $suaian antara 

ke $he$ndak dan pe$rnyataan yang dibuat o$le $h ke $dua be$lah pihak.13 

 

2. Ke $cakapan 

                                                 
13 Ibid. Hal. 67 
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 Syarat ke $dua yaitu ke $cakapan dalam me$mbuat suaatu pe$rjanjian, 

ke $cakapan yang dimaksud daalam syarat yang ke $dua yaitu ke $cakapan untuk 

me$lakukan pe$rbuatan hukum. Ke $cakapan untuk me$lakukan pe$rbuatan hukum 

yang diartikan se $bagai ke $mungkinan untuk me $lakukan pe$rbuatan hukum se$cara 

mandiri yang me $ngikatkan diri se$ndiri tanpa diganggu gugat. Ke $cakapan untuk 

me$laukan pe$rbuatan hukum pasa umumnya diukur dari usia de$wasa  atau cukup 

umur, dikatakan de$wasa bagi me $re $ka yang sudah be $rumur 21 tahun de $ngan 

landasan pasal 1330 BW.  

Me $nurut pasal 1330 BW yang dimaksud tidak cakap hukum untuk me$mbuat 

pe $rjanjian-pe$rjanjian yaitu: 

1. O$rang-o$rang yang be $lum de $wasa 

2. Me $re $ka yang ditaruh dibawah pe$ngampunan 

3. O$rang-o$rang pe $re $mpuan, dalam hal yang dite $tapkan o$le$h undang-undang, 

te$lah me$larang me$mbuat pe$rse $tujuan pe$rse $tujuan te$rte$ntu. 

3. O$bje $k Te$rte$ntu  

 O$bje $k te$rte$ntu yang dimaksud adalah yaitu suatu pre$stasi yang me $njadi 

po$ko$k dalam me$mbuat pe$rjanjian, pe$rnyataan-pe $rnyataan yang sifat dan 

luasnya sama se $kali tidak dite$ntukan sifat dan luas ke$wajiban para pihak, 

se $hingga tidak me$mpunyai daya yang me $ngikat.  

4. Se $bab Yang Dipe $rbo$le$hkan  

 Sahnya suatu ko$ntrak te $rle$tak pada “causa” yang halal, se$lain itu dalam 

pasal 1335 BW me $ne $tapkan bahwa tanpa causa yang halal tidak me$mpunyai 

ke $kuatan, makna dari causa yaitu suatu pe $nye $bab yang me $ndatangkan ke $rugian. 

Asas asas yang te $rkandung dalam pe$rjanjian yaitu se $bagai be$rikut: 
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a) Asas ke $be $basan be$rko$ntrak (Fre $e $do$m o$f Co$ntract) 

Pihak-pihak me $miliki ke$be $basan untuk me $mbuat suatu pe$rjanjian, baik 

me$nge $nai o$bje $k, isi, maupun syarat pe$rjanjian. 

b) Asas itikad baik (Go$o$d Faith) 

Pihak-pihak yang be $rtindak jujur dan tidak me$nye $mbunyikan info$rmasi 

yang re $le $van dalam pe$rjanjian. 

c) Asas ko$nse $sualisme $ (Co$se $sualism) 

Pe $rjanjian te$rbe$ntuk me$lalui ke$se $pakatan antara para pihak. 

d) Asas ke $se $imbangan (E $quity) 

Pe $rjanjian harus be$rsifat adil dan tidak me$rugikan salah satu pihak yang 

signifikan. 

Adapun yang me $njadi te$o$ri dalam pe$rjanjian dibagi me$njadi dua bagian yakni 

1. Te$o$ri Pe $nawaraan dan Pe$ne $rimaan 

Pe $rjanjian te$rbe $ntuk ke$tika ada pe$nawaran dari satu pihak lain dan 

pe $ne$rimaan dari pihak lain. 

2. Te$o$ri Ke $se $pakatan Ke $he $ndak 

Pe $rjanjian lahir dari ke$se $pakatan ke$he $ndak para pihak yang te $lah 

me$me $nuhi syarat sahnya.14 

 Me $nurut Hamke $r me$nyatakan bahwa causa suatu ko$ntrak atau 

pe $rjanjian yaitu akibat yang dise $ngaja yang ditimbulkan o$le$h tindakan me$nutup 

ko$ntrak, yaitu apa yang me $njadi tujuan para pihak untuk me$nutp ko$ntrak dan 

                                                 
14 https://rechtsvinding.bphn.go.id/ejournal/index.php/jrv/article/viewFile/1230/325 
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kare$nanya dise $but tujuan o$bje $ktif untuk me $mbe$dakanya dari tujuan subje$ktif.15 

Namun ada be $be$rapa pe $rjanjian dibagi me $njadi tiga macam be$rdasarkan 

me$to$de $nya yakni se $abagai be $rikut: 

1. Pe $rjanjian pasti (ce$rtain) dan pe$nuh re$siko$ atau be$rbahaya (hasardo$z) 

Pe $rjanjian pasti (khusus) dilakukan te$rgantung dari ke$mauan 

para pihak atau kapan suatu ke$giatan dilakukan. Pe $rjanjian ini dilakukan 

se $te$lah adanya ke $se $pakatan para pihak, pe $rjanjian pe$nuh re $siko$, yaitu 

pe $rjanjian yang dilakukan tanpa adanya ke$mauan dan pe$mbicaraan 

khusus se $be $lumnya. 

2. Pe $rjanjian ko$mulatif dan be$rdiri se$ndiri 

Pe $rjanjian ko$mulatif dilakukan te$rgantung dari apa yang 

dilakukan, dibe$rikan atau se$te$lah ada pe$rjanjian se$be$lumnnya dari para 

pihak. Se $dangkan pe $rjanjian be$rdiri se $ndiri, dilakukan se $te$lah ada 

tindakan saling pe $nge $rtian dan pe$rtimbangan se $be$lumnnya. 

3. Pe $rjanjian ko$nse $nsual dan nyata 

Pe $rjanjian ko$nse $nsual adalah suatu pe$rjanjian yang dilakukan atas dasar 

pe $rse $tujuan antara para pihak, tanpa fo$rmalitas lain atau tindakan simbo$lik 

yang me $nje $laskan se$cara de$tail te$ntang tangung jawab.16 Dan ada be$be $rapa 

te$o$ri-te $o$ri te$ntang pe $rjanjian yaitau se $bagai be$rikut; 

a. Te$o$ri be$rdasarkan pre$stasi ke$dua be$lah pihak adalah de$ngan me $lihat 

pre $stasi para pihak yang te $rlibat ko$ntrak. 

                                                 
15  Dr. Yahman S.H,M.H, Karakteristik Wanprestasi dan Tindak pidana 
Penipuan,(Surabaya:Kencana, 2014), Hal. 69 
16 Salim 2019, Hukum Kontrak, Sinar Grafika, Jakarta, Hal 32 
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e) Will the$o$ry atau dise $but juga de $ngan te $o$ry hasrat yskni me $ne $kankan 

hasrat dari pihak yang me $mbe $ri janji. 

f) E $quivale$nt the$o$ry me $ngajarkan ko$ntrak baru yang me $ngikat para 

pihaknya jika me$lakukan suatu pre$stasi yang se $imbang atau sama nilai. 

g) Bargaining the$o$ry, te $o$ry ini me$ngajarkan bahwa suatu ko$ntrak hanya 

me$ngikat hanya se $jauh apa yang te $lah dine$go$sasikan  dan ke $mudian 

dise $tujui o$le$h para pihak’ 

h) Injuo$rio$us re $liance$ the $o$ry, dise $but de $ngan te$o$ry ke $pe $rcayaan me$rugi, 

bahwa ko$ntrak sudah dianggap ada jika de$ngan ko$ntrak yang 

be $rsangkutan sudah me$nimbulkan ke$pe $rcayaan bagi pihak te$rhadap 

siapa janji itu dibe$rikan se$hingga para pihak yang me $ne$rima janji 

te$rse $but kare$na ke $pe $rcayaanya me $nimbulkan ke $rugian jika janji itu tidak 

te$rlaksana.17 

2.2 Tinjauan Umum Tentang Wanprestasi 

2.2.1 Pengertian Wanprestasi (Ingkar Janji) 

Wanpre $stasi be$rasal dari bahasa Be $landa “Wanpre $statie$” yang artinya 

pre $stasi buruk. Adapun yang dimaksud de $ngan wanpre $sasi adalah suatu ke$adaan 

yang dise $babkan o$le$h ke $lalaian atau ke$salahan, de$bito$r tidak dapat me$me$nuhi 

pre $stasi se $pe$rti yang te $lah dite$ntukan dalam pe$rjanjian dan bukan dalam ke$adaan 

me$maksa.De $ngan kata lain tidak me$me$nuhi pe$rikatan yang te $lah dite$tapkan dalam 

pe $rikatan yang timbul kare$na pe$rjanjian maupun pe$rikatan yang timbul kare$na 

undang-undang.  

                                                 
17 Nanda Amalia, 2013,  Hukum Perikatan,Unimal Pers, Hal 17 
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Apabila de$bito$r tidak me$lakukan apa yang dijanjikan maka dia dikatakan 

me$lakukan “Wanpre$stasi”. Ia alpa atau lalai  atau ingkar janji, atau juga ia 

me$langgar pe $rjanjian, bila ia me$lakukan atau be$rbuat se $suatu yang tidak bo$le $h 

dilakukannya. 18  Wanpre$stasi me $rupakan suatu ke $adaan dimana de$bito$r 

me$nunjukkan bahwa ia tidak be$rpe$tasi (tidak me$lakukan ke$wajibannya) dan dia 

dapat dipe$rsalahkan.19 

Wanpre $stasi atau yang dike $nal de $ngan de $ngan cide$ra janji; de$fault; no$n-

fulflime$nt; ataupun bre$ach o$f co$ntact adalah suatu ko$ndisi tidak dilaksanakannnya 

suatu pre$stasi / ke $wajiban se$bagaimana me$stinya yang te $lah dise $pakati be$rsama-

sama se$bagaimana yang dikatakan dalam ko$ntak atau pe$janjian. Wanpre$stasi dapat 

te$rjadi kare$na ke$se $ngajaan; ke$lalaian ataupun tanpa ke$salahan (ke$se $gajaan / 

ke $lalaian) ko$nse $kue$nsi yuridis wanpre $stasi adalah timbulnya hak dari pihak yang 

dirugikandalam ko$ntrak te$rse $but dan me$nuntut ganti rugi dari pihak yang 

me$lakukan wanpre$stasi. 

Be $ntuk-be $ntuk ataupun mo$de $l wanpre$stasi: 

1. Wanpre $stasi be$rupa tidak me$me $nuhi pre$stasi; 

2. Wanpre $stasi be$rupa te$rlambat me$me$nuhi pre $stasi; 

3. Wanpre $stasi be$rupa tidak se$mpurna me$me$nuhi pre$stasi 

Pada be$be $rapa ko$ndisi te$rte$ntu, se $se $o$rang yang te $lah me$laksanakan pre$stasinya 

se $suai de$ngan ke $te$ntuan yang dikatakan dalam ko$ntrak / pe$janjian, maka pada 

umumnya (de $ngan be $be $rpa pe$rke $cualian) tidak de$ngan se $ndirinya dia dianggap 

te$lah me$lakukan wanpre$stasi. 

                                                 
18 Surbekti 2005, Hukum Perjanjian, Intermasa, Jakarta, Hal 45 
19 Hendri Raharjo 2009, Hukum Perjanjian Di Indonesia, Pustaka Yunita, Yogyakarta, Hal 79 
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Apabila te$lah dite$ntukan lain dalam ko$ntrak atau undang-undang maka 

wanpre $stasinya si de $bitur re$smi te$rjadi se$te $lah dinyatakan lalai o$le $h kre$ditur, yaitu 

dike$luarkannnya akta lalai o$le$h pihak kre $ditur. Hal ini diatur dalam pasal 1238 

KUH Pe $rdata “ sibe$rutang adalah lalai, apabila ia de$ngan surat pe$rintah, atau 

de $ngan se $buah akta atau se$je$nis itu te $lah dinyatakan lalai, atau de$mi pe$rikatannya 

se $ndiri, ialah jika ingin me$ne $tapkan, bahwa sibe $rutang akan harus dianggap lalai 

de $ngan le $watnya waktu yang te $lah dite$ntukan. 

Akta lalai dike$nal juga de$ngan prakte$k so$masi ( So$matie$: Be $landa, So$mmatio$n o$f 

de $fault: Inggris). Akta lalai ini se$ndiri dike $nal dan dibe$rlakukan di ne$gara ne $gara 

civil law syste$m se $pe $rti Francis, Be $landa, Inggris dan Indo$ne $sia. De $ngan 

me$mbe $rlakukan ste$lse $l akta lalai ini, pe$nge $cualian te$rhadap akta lalai adalah dalam 

hal ini: 

1. Jika dalam ko$ntrak dite$ntukan te$rmin waktu; 

2. De $bitur sama se$kali tidak me$me$nuhi pre$stasi; 

3. De $bitur ke$liru me$me$nuhi pre$stasi; 

4. Dite$ntukan dalam undang-undang bahwa wanpre $tasi batal de$mi hukum.20 

 

Wanpre $stasi atau tidak dipe$nuhinya ke $wajibannya baik kare$na dise $gaja 

ataupun tidak dise$ngajal. Pihak yang tidak se $ngaja wanpre$stasi ini daplat te$rjadi 

kare$na me$mang tidak mampu untuk me$me $nuhi pre$stasi te$rse $but atau juga kare$na 

te$rpaksa untuk tidak me$lakukan pre$stasi te$rse $but. 

Wanpre $stasi ada be$rupa 4 (e$mpat) macam yaitu.21 

                                                 
20 Nanda Amalia, 2013,  Hukum Perikatan,Unimal Pers, Hal 8 
21 Ahnmadi Miru, Sakka Pati 2008, Hukum Perikatan, Rajawali Pers, Hal 74 
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1. Sama se$kali tidak me$me$nuhi pre$stasi; 

2. Pre $stasi yang dilakukan tidak se$mpurna; 

3. Te$rlambat me$me$nuhi pre$stasi; 

4. Me $lakukan apa yang dalam pe$rjanjian dilarang untuk dilakukan. 

Untuk me$ngatakan bahwa se$se $o$rang me $lakukan wanpre$stasi dalam suatu 

pe $rjanjian, kadang-kadang tidak mudah kare$na se$ring kali jugaa tidak dijanjikan 

de $ngan te$pat dan kapan suatu pihak diwajibkan me$lakukan pre$stasi yang 

dipe$rjanjikan. Dalam hal danbe$ntuk pre $stasi  de $bito$r dalam pe$rjanjian yang be $rupa 

tidak be$rbuat se $suatu, akan mudah dite$ntukan se $jak kapan de$bito$r  me $lakukan 

wanpre $stasi yaitu se$jak de$bito$r be$rbuat se $suatu yang  tidak dipe$rbo$le $hkan dalam 

pe $rjanjian.22 

Wanpre $stasi diatur dalam pasal 1238 KUHPe $rdata yang me $nyatakan “bahwa si 

be $rutang adalah lalai, apabila iya dinyatakan lalai, atau de$mi pe$rikatannya se $ndiri, 

ialah jika ia ingin me$ne $tapkan, bahwa sibe$rutang harus dianggap lalai de$ngan 

le$watnya waktu yang dite $ntukan”.dan adapun yang dikatakan wanpre$stasi dalam 

pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Pe $rdata adalah se$bagai be $rikut 

a) Tidak me$lakukan Pre$stasi sama se$kali. 

b) Me $lakukan pre$stasi te$tapi tidak se$suai de $ngan yang dijanjikan. 

c) Me $lakukan pre$stasi te$tapi te$rlambat tidak se$suai de$ngan yang 

dijanjikan.23 

Se $dangkan dalam pasal 1243 KUHPe $rdata me$nyatakan “Pe$rgantian biaya, 

ke $rugian, dan bunga kare$na tidak dipe $nuhinya suatu pe$rikatan mulai 

                                                 
22 Suerbekti 2005, Hukum Perjanjian, Intermasa, Jakarta, Hal 45 
23  Revi Fauzi Putra Mina, Problematika Kontrak Bahan Bakar Minyak Antara Pertamina 
Dengan stasiun Pengisi Bahan Bakar,Jurnal Penelitian Bidang Hukum UniversitasGresik,, 
Vol, 12 NO.3 (Maret 2023) Hal 8 
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diwajibkan, bila de$bitur, walaupun dinyatakan te$lah lalai untuk me$me $nuhi 

pe $rikatan itu , te$tap me$lalaikannya, atau jika se $suatu yang harus dibe $rikan atau 

atau dibuatnnya dalam te$nggang waktu yang te $lah dilampaukannya”. Namun 

untuk dinyatakan de $bitur wanpre$stasi, maka harus me$lalui putusan pe$ngadilan 

ne $ge $ri yang ditujukan ke$pada de$bitur atas dasar de$bitur te$lah me$lakukan 

wanpre $stasi te$rhadap pe$rjanjian utang-piutang.24  

Me $nurut Surbe $kti, wanpre$stasi (ke $lalaian atau ke$alpaaan) se$o$rang de $bitur dapat 

be $rupa e$mpat je$nis yaitu: 

a.  Tidak me$lakuka apa yang disanggupi akan dilakukannya; 

b.  Me $laksanakan apa yang dijanjikan, te$tapi tidak se$bagaimana yang dijanjikan; 

c.  Me $lakukan apa yang dijanjikan te$tapi te $rlambat; 

d.  Me $lakukan se$suatu yang me $nurut pe $rjanjian tidak bo$le$h dilakukan. 25 

2.2.2 Penyebab Wanprestasi 

Wanpre $stasi te$rjadi dise$babkan kare$na adanya ke $salahan, ke$lalaian, dan 

ke $se $ngajaan. De$bitur be$rke $wajiban untuk me$nye $rahkan se $suatu barang, tidak ada 

ke $wajiban untuk me$me $lihara barang se $bagaimana disyaratkan o$le$h undang-

undang, be $rtangung jawab atas be$rkurangnya harga barang te $rse $but kare$na 

ke $salahan. Yang dimaksud de$ngan ke $salahan harus dipe$nuhi syarat-syarat se $bagai 

be $rikut: 

1. Pe $rbuatan yang dilakukan harus dapat dihindarkan; 

                                                 
24  Samuel Weslay Pasaribu,Erikson Parlindungan Sidabuta, Raja Kenasihen Ginting, 
Penerapan Hukum Terhadap Wanprestasi Atas Perjanjian Utang Piutang, Jurnal Rectum, Vol, 
4 No.1 (Januari 2022) Hal 3 
25 Subekti –II,Op. Cit, h.45 
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2. Pe $rbuatan te$rse $but dapat dipe$rsalahkan ke$pada si pe$mbuat, yaitu bahwa ia 

dapatme$nduga te $ntang akibatnya. 

Suatu akibat itu dapat diduga atau tidak, untuk mngukur atau me$nge $tahui 

dugaan akibat itu dilihat dari unsur o$bje$ktif dan subje$ktif. O$bje$ktif yaitu apabila 

ko$ndisi no$rmal akibat te$rse $but sudah dapat diduga,se $dangkan unsur subje $ktif yaitu 

yang me $mpunyai dua pe $nge $rtian, yaitu ke $salahan dalam arti luas yang me $liputi 

unsur ke $se$ngajaan dan ke$lalaian dalam arti se$mpit yang me $nyangkut ke $lalaian 

saja.26 

Ke $se $ngajaan me$rupakan pe$rbuatan yang dilakukan de$ngan dike $tahui dan 

dike$he $ndaki. O$le$h kare $na itu,saat te$rjadinya ke $se $njangan tidak dipe$rlukan adanya 

maksud yang me $nimbulkan ke$rugian ke $pada o$rang lain, cukup dike$tahui si pe$laku 

te$tap  me$lakukanpe$rbuatan te$rse $but. Se $dangkan ke$lalaian me$rupakan se$buah 

pe $rbuatan. Di mana se$o$rang pe $laku me$nge $tahui akan ke$mungkinan te$rjadinya 

akibat yang me $rugikan o$rang lain. 

Untuk me$ne $ntukan unsur ke$lalaian atau ke$alpaan pe$rlu  dilakukan 

pe $mbuktian, kare$na se $ringkali tidak dijanjikan de$ngan te $pat kapan Se$suatu pihak 

diwajibakan me$lakukan pre$stasi yang dijanjikan. Misalnya dalam jual be$li barang 

tidak dite$tapkan kapan barangnya harus diantar ke$pada pe$mbe$li, atau kapan 

pe $mbe$li harus me$mbayar uang harga barang tadi27. 

                                                 
26 Ibid. 
27 Yahman, Karakteristik Wanprestasi dan Tindak pidana Penipuan,(Surabaya:Kencana, 
2014)hal 84. 
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2.2.3 Bentuk Bentuk Wanprestasi 

 Ada be $rbagai be $ntuk bagi para pihak yang tidak me $me$nuhi pre$stasinya 

walaupun se$be$lumnya sudah se $tuju untuk dilaksanakanya. Be $ntuk-be $ntuk 

wanpre $stasi me$nurut Munir Fuadi adalah se $bagai be $rikut: 

 

a. Wanpre $stasi be$rupa tidak me$me $nuhi pre$stasi  

b. Wanpre $stasi be$rupa te$rlambat me$me$nuhi pre $stasi  

c. Wanpre $stasi be$rupa tidak se$mpurna me$me$nuhi pre$stasi. 

Pada ke$nyataanya sangat sulit untuk me$ne $ntukan saat dikatakan de$bitur 

tidak me$me$nuhi pe $rikatan, kare$na se $ring kali ke$tika me$ngadakan pe$rjanjian pihak-

pihak tidak me$ne $ntukan waktu untuk me$laksanakan pe$rjanjian te$rse $but. Bahkan 

didalam pe$rjanjian/pe$rikatan dimana watu me$laksanakan pre$stasi itupun 

dite$ntukan, ingkar janji tida te$rjadi de $ngan se $ndirinya.yang mudah untuk 

me$ne $ntukan saat de$bitur tidak me$me$nui pe $riatan ialah pada pe$rikatan untuk tidak 

be $rbuaat se$suatu. Apabila o$rang itu me$lakukan pe$rbuatan yang dilarang te $rse $but 

maka ia tidak me$me$mnuh pe$rikatan. 

Surbe $kti me$nge $mukakan bahwa: wanpre $stasi (ke$lalaian atau ke$alpaan) 

se $se $o$rang de $bitur dapat be$rupa e$mpat macam : 

a. Tidak me$lakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya 

b. Me $laksanakan apa yang dipe $rjanjikan te$tapi tidak de$ngan se $bagaimana 

dipe$rjanjikan 

c. Me $laksanakan apaa yang dipe $rjanjikan te $api te$rlambat 

d. Me $laksanakan se$suatu apa yang  me $nurut pe $rjanjian tidak bo$le$h dilaksanakannya 
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 Wanpre $stasi be $rupa tdak me$me $mnuhi pre $stasi, dalam ilmu hukum pe$rjanjian 

dike$nal de$ngann do$ktrin yang dise $but de $ngan do$ktrin pe$me$nuhan pre$stasi 

substansial, yaitu do$ktrin yang me $ngajarkan bahwa sungguhpun satu pihak tidak 

me$laksanakan pre$stasinya tidak se$mpurna, te$tapi jika dia te$lah me$laksanakan 

pre $stasinya te $rse $but se$cara substansial, maka pihak lain juga harus me$aksanakan 

pre $stasinya se $cara se $mpurna.28 Fo$rce $ Maje $ure $ dan akibat Hukumnya 

Fo$rce $ maje $ure$ adalah suatu ke$adaan dimana se$o$raang de $bitur te $rhalang untuk 

me$laksanakan pre$stasinya kare $na ke$adaan atau pe$ristiwa yang tidak te$rduga pada 

saat dibuatnya ko$ntrak. Ke $adaan te$rse $but tidak dapat dipe$rtangungjawabkan ke $pada 

de $bitur, se$me $ntara kre$ditur te$rse $but tidak dalam ke$adaaan be$re$tikad buruk. 

Pe $ristiwa te$rse $but te$rjadinya juga tidak diasumsikan te$rle $bih dahulu 

ke $mungkinannya, maka para pihak harusnya te $lah me $ne$go$siasikannya dalam 

ko$ntrak. Co$nto$h pe $ristiwa yang me $ye $babkan fo$rce$ majo$ure $ adalah te$rjadinya air 

bah, banjir bandang, ge $mpa bumi, mo$go$k massal atau munculnya pe $raturan baru 

yang me $larang pe $laksanaan hal te$rse $but. Pasal 1244 dan 1245 KUH Pe $rdata pe $rdata 

mae$ngatur masalah fo$rce$ majo$ure $ dalam hal hubungannya de $ngan pe $nggantian 

biaya rugi dan bunga saja; namun de$mikian ke$te$ntuan juga dipe$rgunakan se $bagai 

pe $do$man dalam me$ngartikan fo$rce$ majo$ure $ se $cara umum. Be $rdasarkan pasal 

te$rse $but diatas, fo$rce$ majo$ure $ dapat te$rjadi dise $babkan; 

1.  Kare $na se $bab se $bab yang tidak te$rduga; 

2.  Kare $na ke $adaan me$maksa; 

3.  Kare $na pe $rbuatan te$rse $but dilarang.29 

                                                 
28 R. Surbekti, Op Cit, Hal.23 
29 Nanda Amalia, 2013,  Hukum Perikatan,Unimal Pers, Hal 9 
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2.3 Tinjauan Umum Tentang Utang Piutang 

2.3.1 Pengertian Utang Piutang 

 Hutang piutang dike $nal didalam dunia usaha timbul kare$na adanya pe $rikatan dan 

se $bagaimana kita ke$tahui hutang itu timbul dari pe$rjanjian dan undang-undang. 

Pe $nge $rtian hutang piutang ini juga sama de $ngan pinjam-me$minjam, yang dijumpai 

dalam ke$te $ntuan KUH Pe $rdata, yang mana pasal 1754 be$rbunyi se $bagai be $rikut: 

pinjam-me$minjam adalah suatu pe$rjanjian dimana pihak yang lain satu jumlah 

te$rte $ntu barang-barang me $nghabis kare $na pe $makaian, de$ngan syarat bahwa pihak 

yang be $lakangan ini akan me$nge $mbalikan se $jumlah sama dari ke$adaan sama pula.30 

 Dari pe$rjanjian utang piutang timbullah pre $stasi dan ko$ntra pre$stasi yang harus 

dilakukan masing-masing pihak be $rdasarkan ke$se $pakatan. Jika salah satu pihak 

me$langgar pe $rjanjian dan atau me$laksanakannya de $ngan tidak se $mpurna, maka 

pihak yang dirugikan pe$rbuatannya te $rse $but dapat me$milih untuk me$maksa  pihak 

lain untuk me$ne $ruskan pe$rjanjian te$rse $but, atau me$minta pe$mbatalan pe$rjanjian 

dise $rtai pe$nggantian biaya ke $rugian dan bunga. 

 Dalam suasana hukum adat hutang piutang  atau hukum pe$rutangan me$rupakan 

kaidah-kaidah atau no$rma-no$rma yang me$ngatur hak hak anggo$ta-anggo$ta 

pe $rse $kutuan atas be$nda-be $nda yang bukan tanah. Hak hak te$rse $but dilandaskan o$le $h 

hukum pe$rse $o$rangan se $bagai hak milik. Pada umumnya pe$rse $kutuan tidak dapat 

me$nghalangi hak-hak pe $rse $o$rangan se $panjang hak hak te$rse $but me$nge $nai be$nda 

be $da bukan tanah. 

                                                 
30 Taufik siregar, Isnaini ,’’Tinjauan Yuridis Terhadap Hubungan Hukum Karena Wanprestasi 
Dalam Hutang Piutang’’,jurnal wanprestasi), Vol. 1(2) 2014. 
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 Dalam hukum adat hutang piutang tidak hanya me $ngatur pe $rbuatan-pe$rbuatan 

hukum yang me $nyangkut masalah pe$ngkre $ditan pe$rse $o$rangan saja, te$tapi juga 

masalah yang me $nyangkut te $ntang: 

1. Hak atas pe $rumahan, tumbuh-tumbuhan, te $rnak dan barang. 

2. Sumbang-me $nyumbang, sambat sinambat, to$lo$ng me $nlo$lo$ng 

3. Panje$r 

4. Kre $dit pe $rse $o$rangan. 

 Hutang adalah ke$wajiban pe$rusahaan yang timbul kare$na transaksi waktu lalu 

dan harus dibayar de $ngan uang, barang, atau jasa pada waktu yang akan dating. 

2.3.2 Bentuk- Bentuk Utang 

 Utang dapat dike$lo$mpo$kkan me$njadi dua yaitu: 

1. Hutang jangka pe $nde $k atau ke$wajiban lancar 

 Hutang jangka pe $nde $k adalah hutang yang diharapkan harus dibayar dalam 

jangka waktu satu tahun atau siklus o$pe$rasi pe$rusahaan. Hutang jangka pe $nde $k 

te$rdiri dari: 

1. Utang dagang 

2. Uang we $se $l 

3. Pe $ndapatan dite$rima dimuka 

4. Utang gaji 

5. Utang Pajak 

6. Utang bunga 

Pe $rusahaaan harus me$mbe$rikan pe$rhatian khusus pada utang jangka pe $nde $k ini. 

Jika utang jangka pe$nde $k atau ke$wajiban lancar, le$bih be$sar dari aktivitas lancar 
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maka pe$rusahaan dalam ke$adaan yang me$nghawatirkan. Ini be $rarti pe$rusahaan 

tidak me$mayar utang jangka pe $nde $knya. 

2. Hutang jangka panjang 

 Hutang jangka panjang adalah hutang yang pe $mbayarannya le $bih dari satu tahun. 

Yang te $rmasuk utang jangka panjang yaitu: 

1. Hutang o$bligasi 

2. Hutang we $se $l jangka panjang 

3. Hutang hipo$tik 

4. Hutang muka dari pe$rusahaan 

5. Hutang kre $dit bank jangka panjang 

Hutang jangka panjang biassanya timbul kare$na ke$butuhan untuk me$mbe$li aktiva, 

me$nambah mo$dal pe$rusahaan, inve$stasi atau mungkin juga me $lunasi hutang.31 

 Bunga utang; dalam pe$rjanjian utang piutang biasa dike$nal de$ngan adanya bunga 

atas utang. Pada prinsibnya, dalam pe$rjanjian utang piutang tidak se $lalu diikuti 

de $ngan adanya bunga, kare $na dalam KUH Pe $rdata maupun Undang-Undang 

lainnya bunga bukan me$njadi ke$wajiban atau ke$harusan. 

1.  Ke $be $basan para pihak dalam me$ne$ntukan adanya bunga 

 se $suai de$ngan asas ke $be $basan be$rko$ntrak, asas ko$nse $sualisme$a, me $nge $nai 

ke $be$radaan bunga dan be $sarnya bunga yang dise $rahkan ke $pada para pihak 

yang me $ngdakan pe $rjanjian. Te$rse $rah ke $pada para pihak, apakah akan 

me$mpe $rjanjikan bunga atau tidak. Se $hubungan de $ngan hal itu, ke $te$ntuan 

pasal 1765 KUH Pe $rdata me$ne $gaskan, bahwa dipe$rbo$le $hkan 

                                                 

31 Taufik siregar, Isnaini,’’Tinjauan Yuridis Terhadap Hubungan Hukum Karena Wanprestasi 
Dalam Hutang Piutang’’,jurnal wanprestasi), Vol. 1 (2) 2014. 
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me$mpe $rjanjikan bunga atas pe$minjaman uang. Ini artinya bunga yang 

dipe$rjanjikan dan bunga yang tidak dipe$rjanjikan tidak apa-apa. Bunga yang 

dipe$rjanjikan dalam utang piutang biasanya pihak kre $ditur yang 

me$ne $ntukan be$sarnya bunga. Putusan Mahkamah Agung No$mo$r 4434 

K/Pdt/1996 tangggal 20 Agustus 1988, bunga yang te $lah dipe$rjanjikan o$le$h 

ke $dua be$lah pihak te$tap me$ngikat dan harus dilaksanakan. 

2.  Bunga Mo$rato$ir 

 Pada po$ko$knya ada dua macam bunga dalam pasal 1767 KUH 

Pe $rdata, yaitu bunga me $nurut undang-undang yang dike $nal de$ngan mo$rato$ir 

yang dite$tapkan undang-undang, me $nurut le$mbaran ne$gara tahun 1948 No$. 

22 dite$ntukan be$sarnya bunga te $rse $but 6 % pe $r tahun. Apabila pe$rjanjian 

utang piutang pihak kre$ditur me$mpe$rjanjikan bunga te$tapi tidak dite$ntukan 

be $sarnya, maka de$bitur diwajibkan me$nggunakan pasal 1767 KUH Pe $rdata. 

3.  Bunga yang dipe $rjanjikan 

 Me $nge $nai bunga yang dite $tapkan dalam pe $rjanjian, pada prinsibnya 

pasal 1767 ayat (2) KUH Pe $rdata me$ne$ntukan, bo$le$h me$lampaui bunga 

yang me $nurut undang-undang dalam se $gala hal yang tidak dilarang undang 

undang. Pasal ini me $mbe$rikan ke $be$basan untuk me$ne $tukan be$sarnya bunga, 

me$skipun bunga yang dite$tapkan dalam pe$rjanjian pe$rlu dipe$rhatikan 

ke $mampuan de$bitur untuk me$mbayar bunga atau rasa ke$adilan. Dan tujuan 

bunga dite$tapkan se$cara te$rtulis yaitu untuk me$mudahkan pe$mbuktian 

be $sarnya bunga. 32 

 

                                                 
32 Gatot Supramono, Perjanjian Utang Piutang, Jakarta, kencana, 2013, Hal 25-27 
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4. Bunga yang dite $tapkan o$le$h Pe $ngadilan 

Bunga yang dite $tapkan o$le $h pe$ngadilan, pe $ngadilan dapat me$ne$tapkan 

bunga atas utang. Jika ada pe$rkara gugatan yang diajukan. Putusan 

pe $ngadilan yang me $ne $tapkan bunga, me $rupakan pe$ne $ro$bo$san te$rhadap 

bunga yang dipe $rjanjikan, kare$na be$sarnya bunga di nilai tidak te$pat. Dan 

dalam me$ne$tapkan bunga pe$ngadilan pe $rlu me$mpe$rhatikan se$jumla hal 

antara lain dari se$gi ke $adilan, ke$pantasan, ke$mampuan de$bitur, dan bunga 

yang be $rlaku dikalangan pe$rbankan.33 

 

2.4 Tinjauan Umum Tentang Akta Otentik 

2.4.1 Pengertian Akta  

Akta adalah surat yang dibe $ri tanda tangan yang me $muat suatu hak atau 

pe $rikatan, yang dibuat se $jak se$mula de$ngan se $ngaja untuk pe$mbuktian. A. Pilto$ 

me$ngartikan akta itu se$bagai ; surat-surat yang ditanda tangani yang dibuat  atau 

dipakai se$bagai alat bukti, dan untuk dipe $rgunakan o$le $h o$rang, untuk ke $pe $rluan 

siapa surat itu dibuat. 

Me $nurut R. Surbe $kti kata akta dalam pasal 108 KUHPe $rdata te$rse $but di atas 

bukanlah be$rarti bukanlah suatu surat me$laainkan harus diartikan de$ngan pe$rbuatan 

hukum, be$rasal dari kata acta yang dalam bahasa prancis be$rarti pe$rbuatan. 

Jadi dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud de $ngan akta adalah: 

a. Pe$rbuatan hande$ling/pe$buatan hukum (re $chtshande$ling) itulah pe$nge $rtian luas       

dan: 

                                                 
33 Ibid, Hal. 28 
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b. Suatu tulisan yang dipakai/ digunakan se $bagai bukti pe$rbuatan hukum te$rse $but, 

yaitu be $rupa tulisan yang ditujukan ke$pada pe$mbuktian se$suatu. 

De $mikian pula dise$butkan dalam pasal 109 KUHPe $rdata (pasal 1115 BW 

Ne $de $rland) dalam pasal 1415 KUHPe $rdata (pasal 1451 BW Ne $de $rlands) kata-kata 

dalam pasal ini bukan be$rarti surat me$laikan pe$rbuatan hukum.34 

Akta dapat me$mpunyai fungsi fo$rmil  yang be $rarti bahwa untuk le$ngkap 

atau se$mpurnanya (bukan sahnya) suatu pe $rbuatan hukum harus dibuatlah suatu 

akata. Akta me$rupakan syarat fo$rmil suatu pe $rbuatan hukum. Misalnya pasal 1610 

BW te $ntang pe $rjanjian pe$mbo$ro$ngan, untuk itu se$mua disyaratkan adanya akta 

dibawah tangan. 35 

2.4.2 Akta Otentik sebagai Alat Bukti  

 Pe $mbuktian de$ngan tulisan dilakukan, baik de$ngan tulisan aute$ntik 

maaupun de$ngan tuliasan-tulisan dibawah tangan. Tulisan-tulisan aute$ntik be$rupa 

akta autrntik yang dibuat dalam be$ntuk sudah dite$ntukan o$le$h Undang-Undang, 

dibuat o$le$h atau dihadpan pe$gawai-pe $gawai umum yang be $rkuasa untuk itu 

dite$mpat dimana dibuatnya. R. So$e $rgo$ndo$ be $rpe $ndapat bahwa, akta yang o$te $ntik  

adalah akta yang dibuat dan dire$smikan dalam be$ntuk-be $ntuk hukum , o$le$h atau 

dihadapan pe$jabat umum, yang be $rwe $nang untuk be $rbuat se $de $mikian itu, dite$mpat 

dimana akta dibuat.  

 Ada tiga unsur e $se $nsilia agar te$rpe$nuhinya syarat fo$rmal suatu akta aute$ntik, 

yaitu se $bagai be $rikut; 

1. Didalam be$ntuk yang dite $ntukan Undang-Undang. 

                                                 
34 Pasal 1867 Kitap Undang-Undang Hukum Perdata. 
35 Layla M. Rasyid, Herinawati, Hukum Acara Perdata,Sulawesi, Unimal Pers, Hal. 80 
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2. Dibuat o$le $h dan dihadapan pe$jabat umum. 

3. Akta yang dibuat o$le $h dan dihadapan pe $jabat umum yang be $rwe $nang itu dan 

dite$mpat dimana kita akta itu dibuat. 

 Ke $kuatan yang me $le $kat pada akta o$te$ntik yaitu se $mpurna dan me$ngikat 

yang be $rarti apabila alat bukti akta aute$ntik diajukan me$me$nuhi syarat fo$rmil dan 

mate$ril dan bukti dari lawan yang dite$mukan te$rgugat tidak me$ngurangi 

ke $be$radaanya, pada diriya se $kaligus me $le $kat ke$kuatan pe$mbuktian yang se $mpurna 

dan me$ngikat, de$ngan de $mikian ke$be$naran isi pe$rnyatan yang te $rcantum 

didalamnya me $njadi se$mpurna dan me$ngikat ke$pada para pihak me$nge $nai apa yang 

dise $butkan dalam akta. 

 Apabila suatu akta me$rupakan akta o$te $ntik, maka akta te$rse $but akan 

me$mpunyai 3 (tiga) fungsi te $rhadap para pihak yaitu: 

1. Se $bagai bukti bahwa para pihak yang te $lah be$rsangkutan te $lah me$ngadakan 

pe $rjanjian te$rte$nt; 

2. Se $bagai bukti bagi para pihak bahwa aapa yang te $rtulis dalampe$rjanjian 

adalah me$njadi tujuan dan ke$ingian para pihak; 

3. Se $bagai bukti ke $pada para pihak ke$tiga bahwa pada tanggal te $rte $ntu ke$cuali 

jika dite$ntukan se$baliknya para pihak yang te$lah me$ngadakan pe $rjanjian dan 

bahwa isi pe$rjanjian adalah se$suai de$ngan ke $he$ndak para pihak. 

Be $rdasarkan hal te$rse $but maka apabila te$rjadi se$ngke $ta dimana salah satu pihak 

me$ngajukan akta o$te$ntik se $bagai bukti dipe $ngadilan, dan pe$ngadilan harus 

me$ngakui akta o$te$ntik te$rse $but ke $cuali jika pihak yang me $nyangkat dapat 

----------------------------------------------------- 
© ️Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang 
----------------------------------------------------- 
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber 
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah 
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 28/5/26 
 
 
 
 

Access From (repositori.uma.ac.id)28/5/26 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id)

UNIVERSITAS MEDAN AREA

Firman Situmorang - Analisis Yuridis Wanprestasi Pelepasan Hak Atas Tanah Akibat Utang...



  
     

40 
 

me$mbuktikan bahwa bagian te$rte$ntu dari akta te$lah diubah atau diganti atau bahwa 

hal te$rse $but bukanlah yang dise $tujui o$le $h para pihak.36 

Ke $kuatan alat bukti akta se$bagai alat bukti dibe$dakan me$njadi be$be $rapa bagian; 

1) Ke $kuatan pe $mbuktian lahir 

 Yaitu ke$kuatan pe$mbuktian yang didasarkan atas ke$adaan lahir, 

yaitu apa yang tampak pada lahirnya; yaitu bahwa surat yang tampaknya 

dari lahir se$pe $rti akta yang (me $mpunyai ke $kuatan) se$pe $rti akta se $panjang 

tidak te$rbukti se $baliknya. 

2) Ke $kuatan pe $mbuktian fo$rmil 

 Yaitu ke$kuatan pe$mbuktian didasarkan atas be$nar tidaknya ada 

pe $rnyataan o$le $h yang be $rtanda tangan di bawah akta itu. Ke $kuatan 

pe $mbuktian fo$rmil me$mbe$ri ke$pastian te$ntang pe $ristiwa bahwa pe$jabat dan 

para pihak me$nyatakan dan me$lakukan apa yang dimuat di akta. 

3) Ke $kuatan pe $mbuktian mate$ril 

 Yaitu ke$pastian te$ntang mate $ril suatu akta, me$mbe$ri ke $pastian 

te$ntang pe $ristiwa bahwa pe $jabat atau para pihak me$nyatakan dan 

me$lakukan se$pe $rti apa yang di,muat dalam akta. 

Ke $kuatan pe$mbuktian akta o$te$ntik, me$nurut pasal 165 HIR (Pasal 285 Rbg) 

maka akta o$te$ntik bagi para pihak dan ahli warisnya se $rta me$re $ka yang 

me$mpe $ro$le$h hak dari padanya, me$rupakan bukti se$mpurna, te$ntang apa yang 

te$rmuat didalamnnya. 

Ke $kuatan pe $mbuktian o$te$ntik te$rdiri atas; 

                                                 

36 M. Isa Arif, Pembuktian dan Daluwarsa, intermasa, Jakarta, 1978, Hal. 52. 
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a) Ke $kuatan pe $mbuktian lahir akta o$te$ntik 

 Se $bagai asas yang be $rlaku acta publica pro$bant se$se $ ipsa ye $ng 

be $rarti bahwa se $suatu yang lahirnya tampak se $bagai akta o$te$ntik se $rta 

me$me $nuhi syarat-syarat yang te $lah dite$ntukan, maka akta tu be$rlaku atau 

dapat dianggap se $bagai akta o$te$ntik,sampai te$rbukti se$baliknya. Hal ini 

be $rarti bahwa tanda tangan pe$jabat dianggap asli, sampai ada pe$mbuktian 

se $baliknya 

 

b) Ke $kuatan pe $mbuktian fo$rmil o$te$ntik 

 Dalam arti akta o$te$ntik me$mbuktikan ke $be$naran dari apa yang 

dilihat, dide$ngar dan dilakukan pe$jabat. Ini pe$mbuktian te$ntang ke $be $naran 

dari pada ke$te $rangan dari pe$jabat me$nge $nai apa yang dilakukan dan 

dilihatnya. Dalam hal ini yang te $lah pasti adalah te$ntang te $ntang tanggalm 

dan te$mpat akta dibuat se$ta ke$aslian tanda tangan. 

c) Ke $kuatan pe $mbuktian mate$ril o$te$ntik 

 Pada umumnya akta tidak me$mpunyai ke$kuatan pe$mbuktian 

mate$ril, akta pe$jabat hanya me $mbuktikan ke $be$naran apa yang dilakukakan 

o$le$h pe $jabat. Akta pe$jabat yang dike $luarkan o$le $h pe$ncatatan sipil, yang 

tidak lain me$rupakan pe$tikan langsung atau salinan dari daftar aslinya, 

se $panjang isinya se $suai de $ngan daftar aslinya harus dianggap be $nar sampai 

dapat dibuktikan se$baliknya.37 

 

2.5 Tinjauan Umum Tentang Hak Atas Tanah  

                                                 
37 Ibid, Hal. 81,82 
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2.5.1 Hak- Hak Atas Tanah 

 Pada asasya ,bumi, air dan ke $kayaan alam yang te $rkandug didalamnya 

dikuasai o$le $h ne $gara dan dipe $rgunakan untuk se $be $sar be $sarnya ke $makmuran rakyat. 

Dalam hal ini ada hak yang dimiliki ne$gara yaitu “hak me$nguasai” artinya ne $gara 

dibe$ri ke $we $nangan untuk 

1. me$ngatur dan me$nye $le $nggarakan pe $runtukan, pe$nggunan, pe $rse $diaan dan 

pe $me$liharaan bumi, air dan ruang angkasa. 

2. me$ne $ntukan dan me$ngatur hubungan-hubungan hukum antara o$rang-o$rang bumi, 

air dan ruang angkasa. 

3. me $ne$ntukan dan me$ngatur hubungan hukum antara o$rang-o$rang dan pe $rbuatan 

hukum yang me $nge $nai bumi, air dan ruang angkasa. 

 Be $rdasarkan hak me$nguasai inilah ne$gara me$ne $ntukan me$nge $nai hak atas 

tanah yang dibe $rikan dan dimiliki o$le $h o$rang ataupun badan hukum. Be $rdasarkan 

pasal 16 ayat (1) UUPA dinyatakan bahwa pe $nje$lasan hak atas tanah se$bagai 

be $rikut. Dalam hukum tanah nasio$nal Hirarki hak pe$nguasaan atas tanah yaitu; 

a) Hak Bangsa Indo$ne $sia yang dinyatakan dalam Pasal 1 UUPA yaitu se $bagai 

hak pe$nguasaan atas tanah yang te $rtinggi, be $raspe$k pe $rdata dan publik; 

b) Hak Me $nguasai dari Ne$gara yang dinyatakan dalam pasal 2 yaitu yang 

se $mata-mata be$raspe$k publik; 

c) Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat yang dinyatakan dalam pasal 3 yaitu 

aspe $k pe$rdata dan publik; 

d) Hak-Hak pe $rse $o$rangan/ individual se $muanya be $raspe $k pe $rdata yang 

me$liputi 

1. Hak-hak atas tanah yang te $rte $ra dalam Pasal 16 UUPA; 
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2. Wakaf yaitu hak milik yang sudah diwakafkan yang dinyatakan 

dalam Pasal 49 UUPA yaitu;  

3. Hak jaminan atas tanah (hak tanggungan) yang dinyatakan dalam 

Pasal 25, 33, 39 dan 51 UUPA; 

4. Hak milik atas satuan rumah susun.38 

 Ko$nse $p me $nguasai atas tanah yang te $rdapat dalam hukum aggraria nasio$nal 

me$mbagi hak-hak atas tanah dalam dua be $ntuk yang pe $rtama, hak hak atas tanah 

yang be $rdifat prime$r. Ke $dua hak-hak atas tanah yang be $rsifat se$kunde $r. Hak atas 

tanah yang dapat dikuasai se$se $o$rang se $cara langsung atau badan hukum yang 

me$mpunyai waktu yang lama dan dapat dialihkan ke$pada o$rang lain atau ahli 

warisnya. Adapun hak-hak atas tanah yang be $rsifat prime$r dalam UUPA yaitu: 

a) Hak Milik atas tanah (HM) 

b) Hak Guna Usaha (HGU) 

c) Hak Guna Bagunan (HGB) 

d) Hak Pakai (HP) 

 Se $dangkan hak atas tanah yang be $rdifat se $kunde $r yaitu hak atas tanah yang 

sifatnya se $me $ntara, dikare$nakan hak te$rse $but dipakai atau dinilati dalam waktu 

te$rte $ntu/te$rbatas dan hak atas tanah ini dimiliki o$le$h o$rang lain. Adapun hak atas 

tanah yang sifatnya se $me $ntara ini diatur dalam Pasal 53 UUPA yaitu: 

1. Hak Gadai; 

2. Hak Usaha Bagi Hasil; 

3. Hak Me $numpang; dan 

                                                 
38   Isnaini  dan Angreni  A. Lubis, Hukum Agraria dan Kajian Kompresif, Pustaka Prima, 
Medan, Hal. 30. 
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4. Hak Me $nye $wa atas Tanah Pe$rtanian 

Dalam pe$rge $se $ran waktu hak atas tanah diatur dalam Pasal 16 UUPA, ini 

me$ngalami pe $rubahan yang khususnya me $nyankut hak guna bangunan, hak guna 

usaha, hak pakai atas tanah hal ini diatur dalam Pe$raturan Pe$me $rintah No$mo$r 40 

tahun 1996 te$ntang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai atas 

tanah.39 

1. Hak Milik Atas Tanah 

 Pe $mbe$rian hak milik atas tanah bukan saja dibe$rikan ke$pada badan-badan 

pe $rse $o$rangan, te$tapi juga dapat dibe$rikan ke$pada badan-badan hukum se$suai 

de $ngan pasal 21 ayat (2). Adapun yang me $njadi hak milik yaitu hanya warga ne $gara 

Indo$ne $sia, untuk ke $pe $rluan hak atas tanah yang be $rsal dari ko$ve $rsi hak-hak lama 

dibuktikan de$ngan alat-alat bukti me$nge $nai adanya hak te $rse $but be$rupa bukti-bukti 

te$rtulis, ke$te $rangan saksi daan atau pe$rnyataan yang be $rangkutan yang kadar 

ke $be$narannya o$le$h panitia ajudikasi dalam pe$ndaftaran tanah se$cara siste$matik atau 

ke $pala kanto$r pe $rtahanan dalaam pe$ndaftaran tanah spo$radic dianggap cukup untuk 

me$ndaftar hak, pe$me $gang hak dan hak-hak pihak lain yang me $mbe $baninya. 

2.  Hapusnya Hak Milik Atas Tanah 

 Hak milik atas tanah hapus bila: 

a. Tanahnya jatuh ke $pada ne$gara, 

1. Kare $na pe $ncabutan hak be$rdasarkan pasal 18; 

2. Kare $na pe $nye $rahan de$ngan sukare $la o$le$h pe $miliknya; 

3. Kare $na dite$lantarkan; (Lihat PP No$mo$r 11 Tahun 2010) 

                                                 
39 Isnaini, Anggreni A.Lubis, Hukum Agraria Kajian Komprehensif, (Medan, Pustaka Prima, 
2022) Hal. 38. 
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4. Kare $na ke $te$ntuan pasal 21 ayat (3) dan 26 ayat (2). 

b. Tanahnya musnah  

 Me $ngacuh pada ke $te$ntuan pasal 27, maka hak atas tanah se$bidang tanah hapus 

dise $babkan o$le$h pe$ncabutan tanah. Hal ini se $suai de$ngan ke $te$ntuan pasal 18 UUPA 

yang me $nyatakan bahwa “untuk ke$pe$ntingan umum, te $rmasuk ke$pe $ntingan bangsa 

dan ne $gara se $rta ke $pe $ntingan be$rsama rakyat, hak-hak atas tanah dapat dicabut, 

de $ngan me$mbe $ri ganti ke$rrugian yang layak dan me$nurut cara yang diatur undang-

undang”. 

Untuk me $nindak lanjuti pasal 18 UUPA te $rse $but pe$me $rintah me$nge $luarkan UU 

No$mo$r 20 Tahun 1961 Hak-hak atas tanah dan Be $nda-be $nda yang ada diatasnya. 

Pe $ncabutan ha katas tanah me$rupakan suatu sarana yang disdiakan pe $me$rintah de$mi 

ke $pe$ntingan umum, yang didalamnya te$rdapat ke$pe $ntingan be$rsama rakyat, 

ke $pe$ntingan bangsa dan ne $gara, se $rta ke$pe $ntingan pe $mbangunan.40 

3. Undang-Undang Pelepasan Hak Atas Tanah 

Dasar hukum me$nge $nai pe $le$pasan ha katas tanah diatur dalam pasal 27, pasal 

34, pasal 40 Undang-Undang Po$ko$k Agraria. Pe$nge $rtian pe$le$pasan ha katas tanah 

me$ngacu pada pasal 1 angka 11 PP 39/2023 me $nde$finisikannya se $bagai pe $mutusan 

hubungan hukum dari para pihak yang be $rhak ke $pada ne$gara. Dan diatur juga dalam 

Undang-Undang  No$mo$r 5 Tahun 1960 te$ntang Pe $raturan 

Dasar Po$ko$k-po$ko$k Agraria me$ngatur te$ntang be $rbagai ha katas tanah. 

Undang-Undang No$mo$r 4 Tahun 1996 te $ntang Hak Tanggungan Atas Tanah 

                                                 
40   Isnaini  dan Angreni  A. Lubis, Hukum Agraria dan Kajian Kompresif, Pustaka Prima, 
Medan, Hal. 39,41. 
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Be $se $ta Be $nda-Be $nda yang Be $rkaitan De $ngan Tanah; Me $ngatur te$ntang Hak 

Tanggungan se $bagai jaminan utang. Pe$raturan Pe$me$rintah No$mo$r 24 Tahun 

1997 Te$ntang Pe $ndaftaran Tanah; Me$ngatur Te$ntang Pe $ndaftaran ha katas 

tanah dan jaminan hak tanggungan.41 

Pe $le$pasan hak  atas tanah ke$pada pihak lain Khususnya ke $pada Pribadi, 

dapat te$rjadi me$lalui be$be $rapa me$kanisme$. Salah satu me$kanisme$ yang umum 

adalah me$njaminkan tanah te$rse $but me$lalui hak tanggungan. Jika utang tidak 

dapat dilunasi, tanah te$rse $but dapat die$kse $kusi o$le$h kre $ditur. Be$rikut adalah 

be $be$rapa me$kanisme$ pe$le $pasan hak atas tanah akibat utang; 

a) Hak Tanggungan  

Hak tanggungan adalah hak jaminan yang dibe$bankan pada ha katas 

tanah untuk pe$lunasan utang te$rte $ntu. Jika de$bitur tidak mampu 

me$mbayar utangnya, kre $ditur atau pe $mbe$ri pinjaman dapat 

me$ngajukan e$kse $kusi hak tanggungan ke $ pe$ngadilan. E$kse $kusi 

dapat be$rupa pe$le$langan tanah untuk me$lunasi utang. 

b) Pe $le$pasan Sukare $la 

Pe $milik tanah dapat me$le$paskan hak tanahnnya atas sukare $la ke $pada 

pihak lain, te$rmasuk pribadi, se$bagai bagan dari pe$lunasan utang. 

Pe $le$pasan ini biasanya dibuat o$le $h no$taris yang biasa dise $but de$ngan 

akta no$taris atau akta PPAT. 

 

c) Putusan Pe $ngadilan  

                                                 
41  https://www.hukumonline.com/klinik/a/apakah-melepaskan-hak-milik-atas-tanah-otomatis-
jadi-tanah-negara-lt4e4ced09c8bca/ 
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Jika se$ngke $ta pe $rdata te$rkait utang dan tanah, pe$ngadilan dapat 

me$mutuskan pe $le$pasan hak atas tanah se $bagai bagian dari 

pe $nye $le $saian se$ngke $ta. Putusan pe $ngadilan ini me$ngikat dan harus 

dipatuhi o$le$h para pihak-pihak yang te $rlibat.42 

Cara pe$le$pasan hak Atas Tanah 

1. Musyawaraah,  

2. Ke $se $pakatan ganti Rugi, 

3. Akta Pe $le $pasan Hak, 

4. Pe $nye $rahan Tanah, 

5. Pe $ndaftaran tanah.43 

Pro$se $s pe $ngalihan se $rtifikat hak milik 

Cara pe$ngalihan srtifikat yaitu; 

1. Pe $ngajuan pe $rmo$ho$nan; pe$milik tanah atau pihak lain me$ngajukan 

pe $rmo$ho$nan pe $ngalihan se$rtifikat tanah ke$ kanto$r pe $rtanahan se$te $mpat. 

2. Pe $me$riksaan do$kume $n; kanto$r pe $rtanahan me$me$riksa do$kume $n yang 

dipe$rlukan untuk pe$ngalihan se$rtifikat hak milik atas tanah. 

3. Pe $ndaftaran pe$ngalihan; se$te$lah do$kume $n le$ngkap kanto$r pe $rtanahan 

me$ndaftarkan pe$ndaftaran pe$ngalihan se$rtifikat hak milik atas tanah. 

4. Pe $ne $rbitan se$rtifikat baru; kanto$r pe $rtanahan me$ne $rbitkan SHM te $rbaru. 

 

                                                 
42 https://hvbi.co.id/sengketatanah/#:~:text=Pengadilan%20mengeluarkan%20

putusan%20yang%20mengikat%20dan%20harus%20dipatuhi%20oleh%20pa

ra%20pihak 

 
43 https://www.hukumonline.com/klinik/a/pelepasan-hak-milik-cl5382/ 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1. Waktu dan Tempat Penelitian  

3.1.1. Waktu Penelitian  

Waktu pe $ne $litian ini dire$ncanakan dalam kurun waktu 4 (e $mpat) bulan 

de $ngan pe $njabaran dalam tabe$l di bawah ini: 

No.  Kegiatan  
November2024 MEI 2025 JUNI 2025 Agustus 2025 

I  II  III  IV  I  II  III  IV  I  II  III  IV  I  II  III  IV  

1  Pe$nyusunan Pro$po$sal                                  

2  Bimbingan Pro$po$sal                                  

3  Pe$rbaikan                                  

4  Se$minar                                   

5  
Bimbingan dan Pe$rbaikan 

se$be$lum se$minar hasil  

                                

6  
Se$minar Hasil  

pe$nye$mpurnaan  

                                

7  Sidang                                   
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3.1.2. Tempat Penelitian  

Te$mpat pe$ne$litian ini dire$ncanakan dilakukan di  Pe $ngadilan Ne $ge $ri 

Tarutung Ko$ta Tarutung Jalan Mayje $nd. J. Samo$sir No$. 93, Ke $camatan 

Sipaho$lo$n, Kabupate$n Tapanuli Utara, Sumate$ra Utara, Ko$de $ Po$s 22411. 

3.2. Metodologi Penelitian  

3.2.1. Jenis  Penelitian  

Je$nis pe$ne $litian pe$nde $katan yang kita gunakan adalah pe$ne $litian hukum 

no$rmatif yaitu bahan hukum yang dilakukan de $ngan cara me$ne $liti bahan 

pustaka atau se $kunde$r. Dise $but juga do$ktrinal, dimana hukum se$ring kali 

diko$nse $pkan se$bagai apa yang te $rtulis dalam pe$raturan pe$rundang-undangan 

(lo$w in bo$o$ks) atau diko$nse $pkan se$bagai kaidah atau no$rma yang me $rupakan 

pato$kan manusia yang dianggap pantas. 

Be $rdasarkan pe$ne $litian diatas, pe$ne$litian yang dilakukan dalam pe$ne$litian 

skripsi ini adalah pe$ne $litian hukum no$rmatif,kare$na pe$ne $liti me$nggunakan 

bahan-bahan ke$pe $rpustakaan se$bagai data utama untuk me$nganalisis kasus. 

3.2.2. Jenis Data  

Je$nis data ada dua yaitu data prime$r dan data se$kunde $r. Data prime$r 

adalah data yang dipe $ro$le$h langsung dari sumbe$rnya me$lalui wawancara 

te$rhadap narasumbe$r yang be $rko$mpe $te $n. Data se $kunde$r adalah yaitu data yang 

dipe$ro$le $h dari do$kume$n/publikasi/lapo$ran pe$ne $litian dari dinas/instansi 

maupun sumbe$r data lainnya yang me $nunjang.44 Data yang digunakan dalam 

                                                 
44 Deni Darmawan, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2014), hal. 13.  
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pe $ne$litian ini adalah data se$kunde $r. Data se $kunde$r me$ncakup bahan hukum 

prime$r, se $kunde$r, dan te$rsie$r.  

Bahan hukum prime$r ialah bahan hukum yang me $ngikat45 dan te$rdiri dari:   

a. Kitap Undang-Undang Hukum Pe $rdata (KUHP) 

b.  Undang-Undang No$mo$r 5 Tahun 1960 Te$nntang Pe $raturan Dasar 

Po$ko$k-Po$ko$k Agraria (UUPA)  

c. Undang-Undang Dasar Re $publik Indo$ne $sia 1945 

d. Pe $raturan Pe$me$rintah No$mo$r 24 Tahun 1997 Te$ntang Pe $ndaftaran 

Tanah 

e. Bahan hukum yang tidak diko$difikasikan se $pe $rti yurisprude $nsi; traktat; 

dan bahan hukum lainnya.   

Bahan hukum se$kunde $r ialah bahan hukum yang me $mbe$rikan 

pe $nje$lasan me$nge $nai bahan hukum prime$r, se $pe $rti rancangan pe $raturan, hasil 

pe $ne$litian, karya tulis dari kalangan hukum, dan se$te $rusnya. Bahan hukum 

te$rsie $r adalah bahan yang me $mbe $rikan pe $tunjuk maupun pe$nje$lasan te$rhadap 

bahan hukum prime$r dan se $kunde $r, se$pe $rti kamus, e$nsiklo$pe$dia, inde$ks, dan 

se $bagainya.46   

                                                 
45 Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, (Mataram: Mataram University Press, 2020), hal. 60.  

 
 

 

----------------------------------------------------- 
© ️Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang 
----------------------------------------------------- 
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber 
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah 
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 28/5/26 
 
 
 
 

Access From (repositori.uma.ac.id)28/5/26 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id)

UNIVERSITAS MEDAN AREA

Firman Situmorang - Analisis Yuridis Wanprestasi Pelepasan Hak Atas Tanah Akibat Utang...



  
     

51 
 

3.2.3 Teknik Pengumpulan Data  

Te$knik pe $ngumpulan data ada dua je$nis, yaitu studi ke $pustakaan (library 

re $se $arch) dan studi lapangan (fie $ld re$se $arch). Studi ke$pustakaan (library 

re $se $arch)  yaitu “pe$ne $litian yang dilakukan de$ngan cara me$nghimpun data-data 

yang be $rasal dari buku-buku, pe $raturan pe $rundang-undangan, jurnal ilmiah, 

maupun artike$l yang be $rhubungan de $ngan pe $ne$litian.”47Studi lapangan (fie $ld 

re $se $arch) adalah suatu pe$ne $litian yang dilakukan se$cara siste$matis de$ngan 

me$ngangkat data yang ada dilapangan. 48 

Pe $ngumpulan data ini me$rupakan landasan utama dalam me$nyusun 

skripsi dan me$nggunakan me$to$de$ pe $ne$litian tinjauan ke$pustakaan yakni be $rupa 

buku bacaaan yang re $le $van de $ngan pe $nulisan skipsi ini, de $ngan cara me$mbaca 

dan me$mpe $lajari bahan buku bacaan maupun pe $rundang-undangan dan juga 

sumbe $r lain yang be $rhubungan de $ngan pe $nulisan ini dan dijadikan se$bagai dasar 

untuk me$nghasilkan suatu karya ilmiah de $ngan se $baik-baiknya agar le $bih 

be $rbo$bo$t, yang mana data-data ini dipe$ro$le$h dari te$knik pe$ngumpulan data 

me$lalui studi ke$pustakaan (library re$se $arch) dan didukung de $ngan wawancara.   

Wawancara me$rupakan te$hnik pe $ngumpulan data dalam me$to$de $ surve $i 

yang me $nggunakan pe $rtanyaan se $cara lisan ke$pada narasumbe$r. Te$knik 

wawancara dilakukan ke$tika pe$ne $liti me$me$rlukan ko$munikasi atau hubungan 

de $ngan re $spo$nde $n,49 dalam pe$ne $litian ini wawancara yang me $njadi narasumbe$r 

                                                 
47 Suharismi Arikunto, Dasar – Dasar Research, (Bandung: Tarsoto, 2010), hal. 58.  

 
48 Dedy Mulyana, Metodologi Penelitian Kualitatif (Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu 
Sosial Lainnya), (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013), hal. 160  

 
 49 Etta Mamang Sangadji, Sopiah, Metodologi Penelitian-Pendekatan Praktis Dalam      Penelitian, 
(Yogyakarta: Andi Offset, 2010), hal. 171  
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wawancara adalah hakim pe$ngadilan ne$ge $ri Tarutung yang te $lah me$mutuskan 

putusan No$. 36/Pdt.G/PN Tarutung 

3.2.4.Analisis Data  

Analisa data me$rupakan hal sangat pe$nting dalam suatu pe$ne $litian 

dalam rangka me$mbe $rikan jawaban te$rhadap masalah yang dite $liti. Pe$ne$litian 

ini me$ne $rapkan me$to$de$ analisis data se $cara kualitatif. Analisis kualitatif 

me$rupakan  

“analisis data yang tidak me$nggunakan angka, me$lainkan me$mbe$rikan 

gambarangambaran (de$skripsi) de$ngan kata atas te$muan-te $muan, dan o$le$h 

kare$na itu le$bih me$ng-utamakan mutu (kualitas) dari data, bukan kuantitas, dan 

dalam pe$ne$litian hukum no$rmatif analisis yang digunakan adalah analisis 

kualitatif”.50 Dalam me$nganalisis suatu o$bje$k pe$ne $litian, me$to$de $ ini digunakan 

te$rhadap pe$nje $lasan data yang digunakan. Adapun data yang dimaksud yakni 

dalam hal pe$nje$lasan te$rhadap data hasil wawancara, pe$raturan hukum yang 

be $rkaitan de$ngan pe $rmasalahan pe$ne $litian, data studi ke$pustkaaan yakni 

lite$ratur yang be $rkaitan de$ngan pe $rmasalahan pe$ne $litian.  

 

  

                                                 
50  Salim HS  dan Erlies Septiana Nurbani, (20130 Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis 
dan Disertasi, (Jakarta: Raja Grafido Persada,), hal. 18. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan  

Be $rdasarkan dari analisis yuridis dan pe$mbahasan yang te $lah dilakukan pe$ne$liti 

dapat disimpulkan bahwa; 

1. Wanpre $stasi adalah suatu ke$adaan dimana se $o$rang de $bitur lalai dalam 

me$njalankan ke$wajibannya untuk me$mbayar utang piutang yang 

me$ngakibatkan ke$rugian te$rhadap kre$ditur dan kre$ditur tidak me$ndapatkan 

haknya. 

2. Pe $rjanjian utang piutang yang dimaksud se $bagai se $buah pe $rjanjian yang 

dimaksudkan pada pasal 1313 KUH Pe $rdata me$rupakan suatu pe$rbuatan 

de $ngan mana satu o$rang (De $bitur) me$ngikatkan dirinya de $ngan te $rhadap 

satu (Kre $ditur) o$rang atau le$bih. Se$buah pe $rjanjian utang piutang harus 

me$me $nuhi syarat sahnya suatu pe $rjanjian yang diatur dalam pasal 1230 

KUHPe $rdata yaitu me$me$nuhi unsur, se$pakat me$re $ka yang me $ngikat dirinya, 

ke $cakapan untuk me$mbuat suatu pe$rikatan, suatu hal te$rte $ntu, suatu se $bab 

yang halal. Pe $ngaturan hukum te $rkait dari te $rkait  wanpre$stasi pe $le$pasan hak 

atas tanah akibat utang piutang te $rdapat dalam Kitab Undang-Undang 

Hukum Pe $rdata dan Undang-Undang Hak Tanggungan,Dalam pasal 1249 

KUHPe $rdata dite$ntukan bahwa ganti ke$rugian yang dise $babkan kare$na 

wanpre $stasi. dan pada pasal 1313 Kitap Undang-Undang KUHPe $rdata 

me$nye $butkan pe$rjanjian adalah suatu pe$rbuatan dimana satu o$rang atau 

le$bih me$ngikatkan dirinya te $rhadap o$rang lain atau le$bih. 
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3. Akibat hukum dari yang ditimbulkan kare$na me$lakukan wanpre$stasi/ingkar 

janji bagi pihak yang me $lakukan wanpre$stasi, te $rmsuk ke $wajiban me$mbayar 

ganti rugi, pe $le$pasan hak atas se $bidang tanah, dan pe$mbayaran se $luruh 

biaya pe $rkara, itulah akibat hukum yang timbul dapat be$rbe $da be$da se$suai 

de $ngan je $nis pe$rjanjian dan sifat wanpre$stasi yang dilakukan. 

5.2 Saran 

Be $rikut adalah saran yang disampaikan o$le $h pe$ne $liti: 

1. Untuk me$nghindari akibat hukum wanpre$stasi pihak-pihak yang me $lakukan 

pe $rjanjian harus me$mahami akibat hukum bagi pihak-pihak yang te $rlibat 

pe $rjanjian untuk me$nghindari re$siko$ dan ko$nse $kue $nsi hukum yang tidak 

diinginkan. De $ngan me $mahami akibat hukum dari wanpre$stasi/ingkar janji 

pihak-pihak dapat me$ngambil langkah pe $nce$gahan dan me $ngambil 

ke $putusan yang te $pat se$be $lum me$lakukan suatu pe$rjanjian atau me$njalankan 

pe $rjanjian baik dalam be$ntuk utang piutang maupun hal lain-lain. 

2. De $mi  me$ningkatkan aspe $k ke $pastian hukum dalam pe$rjanjian utang piutang 

dalam pe$rkara pe$rdata he$ndaknya surat yang dibuat o$le $h para pihak-pihak 

yang ingin me $mbuat suatu pe$rjanjian dilakukan dibawah Pe $jabat 

Ne $gara/No$taris se $hingga akan me$mudahkan pe$nye $le $saian pe$rkara apabila 

ingkar janji/wanpre$strasi. 

3. Bagi kre $ditur se $baiknya be $rhati-hati se $bagai pihak pe$nyalur dana dalam 

me$lakukan pe$rjanjian utang piutang. Pihak kre$ditur pe$rlu me$mpe$rhatikan 

ke $te$ntuan dalam hukum pe$rjanjian, khususnya bagi se $o$rang kre $ditur yang 
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akan me$ngadakan pe $rjanjian utang piutang de $ngan tanah atau bagunan dan 

sabagainya pe $rlu me$mpe$rhatikan ke$te$ntuan dari hak tangggungan  
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LAMPIRAN 
 
 

Lampiran 1 Pedoman Wawancara 
  
ANALISIS YURIDIS WANPRE $STASI PE $LE $PASAN HAK TANAH AKIBAT 

UTANG PIUTANG (Study Putusan No$.36/Pdt.G/2024/PN Tarutung) 
 
Be $rikut adalah info$rmasi dari Pe$ngadilan Ne $ge $ri Tarutung: 
 
Informasi Kunci (Hakim) 
 
Pe $rtanyaan yang diajukan yaitu: 

1. Apa yang dimaksud de $ngan wanpre $stasi dalam utang piutang? dan apa 
be $danya de $ngan ingkar janji? 
 
Jawaban Hakim: wanpre $stasi dalam utang piutang adalah ke $gagalan 
de $bitur untuk me$me$nuhi ke$wajibannya dalam pe$rjanjian utang piutang, baik 
se $cara ke$se $luruhan maupunse$bagian. Pe $rbe $daanya de $ngan ingkar janji 
adalah bahwa wan pre$stasi le$bih fo$cus pada ke $gagalan me$me $nuhi 
ke $wajiban se$dangkan ingkar janji le$bih be$rsifat umum dan dapat me$ncakup 
be $bagai je$nis pe $rjanjian. 
 

2. Bagaimana cara me$ne $ntukan se$se $o$rang te $lah me$lakukan wanpre$stasi dalam 
utang piutang apa yang harus dipe $rhatikan? 
 
Jawaban Hakim: be $be $rapa hal yang harus dipe$rhatikan dalam me$ne$ntukan 
wanpre $stasi adalah; apakah pe$rjanjian utang piutang dibuat se $cara je$las dan 
rinci, apakah de$bitur te$lah me$lakukan pe $langgaran te $rhadap pe$rjanjian 
utang piutang, apakah kre$ditur te$lah me$lakukan pe$rjanjian se$suai de$ngan 
ke $wajibannya, apakah ada facto$r e $kste $rnal yang me $mpe$ngaruhi 
ke $mampuan de$bitur dalam me$me$nuhi ke $wajibannya.dan pe$rlu analisis 
ko$mpre$he $nsif te$rhadap pe$rjanjian utang piutang dan ke $adaaan yang 
se $be $narnya. 
 

3. Apa sanksi yang dapat dibe$rikan ke$pada de$bitur yang me $lakukan 
wanpre $stasi?dan bagaimana pro$se $s pe $ne $ntuan sanksi? 
 
Jawaban Hakim: sanksi yang dapat dibe$rikan ke$pada de$bitur yang 
me$lakukan wanpre$stasi dapat be$rupa bunga, de$nda, atau bahkan gugatan di 
pe $ngadilan. Pro$se $s pe $ne $ntuan sanksi biasanya dilakukan de$ngan 
me$mpe $rtimbangkan be$be $rapa facto$r: 

a. Tingkat ke$parahan wanpre$stasi yang dilakukan o$le$h de $bitur 
b. Ke $mampuan de$bitur untuk me$me $nuhi ke$wajibannya 
c. Ke $rugian yang dialami kre$ditur akibat wanpre $stasi 
d. Pe $rjanjian utang piutang yang te $lah dise$pakati 
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4. Bagaimana cara me$nce$gah wanpre $stasi dalam utang piutang?apa yang harus 
dilakukan o$le$h kre $ditur dan de$bitur? 
 
Jawaban Hakim: Untuk me $nce $gah wanpre $stasi, pe$rlu dibuat se$cara rinci, 
se $rta me$lakukan pe$nge $ce $kan te$rhadap ke$mampuan de$bitur. Kre $ditur dan 
de $bitur harus me$lakukan ko$munikasi yang e $fe $ktif dan trasparan dalam 
pro$se $s utang piutang. Be $be $rapa hal yang harus dilakukan o$le $h de$bitur dan 
kre $ditur adalah: 

a. Me $mbuat pe$rjanjian utang piutang yang je $las dan rinci 
b. Me $lakukan pe$nge $ce$kan te$rhadap ke$mampuan de$bitur 
c. Me $lakukan ko$munikasi yang e $fe $ktif dan trasparan 
d. Me $mbuat re$ncana pe$mbayaran yang re $alistis 

 
5. Apa yang harus dilakukan kre$ditur jika de$bitur me$lakukan wanpre$stasi? 

 
Jawaban Hakim: jika de $bitur me$lakukan wanpre$stasi kre$ditur dapat 
me$ngirimkan surat pe $ringatan, me$lakukan ne $go$o$siasi atau me $ngajukan 
gugatan ke$ pe $ngadilan. Pro$se $s pe $nye $le $saian wanpre$stasi biasanya dilakukan 
de $ngan me $mpe$rtimbangkan be $be$rapa facto$r se $pe $rti: tingkat ke $parahan 
wanpre $stasi yang dilakukan o$le$h de$bitur, ke$mampuan de$bitur dalam 
me$me $nuhi ke$wajiban, ke$rugian yang dialami o$le$h kre$ditur akibat 
wanpre $stasi. Dalam pro$se $s pe $nye $le $saian wanpre $stasi, kre$ditur dan de$bitur 
dapat me$lakukan ne$go$siasi untuk saling me$ngutungkan, jika ne$go$siasi 
gagal, kre$ditur dapat me$ngajukan gugatan ke$ pe$ngadilan untuk me$nuntut 
hak haknya. 

Tarutung, 14 Mare$t 2025

                                                                                            Firman situmo$rang                
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